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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan tingkat kepatuhan pajak 
dengan pola-pola pemeriksaan (primacy dan recency) dan pemeriksaan tanpa 
pola waktu. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang berisi 
manipulasi pola primacy, pola recency, dan terperiksa tanpa pola yang dilakukan 
secara online melalui google form. Responden pada penelitian ini melibatkan 
mahasiswa S1, S2 dan S3 dengan jumlah 195 responden. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak berada pada tingkat yang lebih tinggi 
ketika terdapat pola atau efek urutan pada sebuah pemeriksaan dalam periode 
tertentu daripada wajib pajak terperiksa tanpa adanya pola. Penelitian ini juga 
memberikan bukti empiris bahwa perbedaan pola pemeriksaan (pola recency dan 
pola primacy) juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Keseluruhan 
hasil penelitian ini mendukung konsep order effect dalam The Belief Adjustment 
Theory. Adanya efek urutan (pola) dalam sebuah pemeriksaan dapat menjadi 
salah satu pertimbangan bagi wajib pajak untuk memutuskan perubahan 
kepatuhan pajaknya. 
 
Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Order effect, Pola Primacy, 









 The objective of this research is to assess differences in tax compliance levels 
in relation with patterned audit time, i.e. primacy and recency, and unpatterned 
audit time. This experimental study uses manipulations of primacy pattern, recency 
pattern, and unpatterned audit involving 195 students of undergraduate, master, 
and doctoral program through Google Forms. The results of the analysis indicate 
that taxpayers who are given pattern or sequential effect in audits in a certain 
period have a higher level of compliance than those who are audited in unpatterned 
audit times. This study also empirically proves that differences in audit pattern, i.e. 
recency and primacy patterns, can influence tax compliance level. The entire 
findings support the concept of order effect in the Belief Adjustment Theory. The 
effect of sequence, or pattern, in audits ca be used as a consideration for taxpayers 
to determine changes in their tax compliance. 
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1.1. Latar Belakang  
Kepatuhan pajak menjadi hal terpenting dalam sistem perpajakan. Kepatuhan 
pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi ketentuan undang-
undang yang ditetapkan dalam rangka mendapatkan keseimbangan 
perekonomian negara (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1986). Kepatuhan pajak 
menjadi aspek yang penting bagi negara karena berkaitan dengan penerimaan 
negara. Namun, penerimaan perpajakan setiap tahunnya tidak mencapai target 
yang telah ditetapkan dalam APBN. Penerimaan pajakb tahun 2018 hanya 92% 
realisasi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan 
penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 108,1 Triliun (CNBCIndonesia, 2019). 
Selain itu, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia pada tahun 2019 masih tergolong 
rendah meskipun telah mencapai target. Pada tahun 2019, rasio realisasi 
kepatuhan pajak pada WP Badan dan OP Non Karyawan mencapai 72,52% dari 
target yang ditetapkan sebesar 70%. Namun, menurut analisis terkait capaian 
indikator kinerja umum DJP kepatuhan ini hanya mencakup kepatuhan formal saja 
belum mencakup keseluruhan aspek dalam penentuan kepatuhan (DJP, 2019).  
Salah satu alasan tingkat kepatuhan pajak belum tercapai dikarenakan belum 
optimalnya pengawasan dalam menjangkau wajib pajak yang melaporkan SPT, 
belum optimalnya tindak lanjut atas data prioritas pengawasan penyampaian SPT, 
dan masih terdapat pembayaran pajak di bawah nominal tertentu. Oleh karena itu 
salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DJP ialah dengan melakukan 
pemeriksaan. Pemeriksaan menjadi salah satu faktor yang penting untuk 





penelitian mengenai pemeriksaan pajak dalam melihat besarnya tingkat 
kepatuhan bagi wajib pajak. Penelitian-penelitian tersebut banyak dilakukan di 
Indonesia maupun di negara-negara lainnya, antara lain (Alm, Blackwell, & McKee, 
(2004); Bergman & Nevarez (2006); Niu (2011); Bisrkyte (2013); Mandagi, 
Sabijono, & Tirayoh (2014); Yusof, Ling, & Wah (2014); Advani, Elming, & Shaw 
(2015); Wahda, Bagianto, & Yuniati (2018).  
Penelitian oleh Alm, et al. (2004) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak 
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sering dilakukan 
pemeriksaan oleh fiskus akan lebih memperhatikan pelaporannya dengan tidak 
melakukan kecurangan sehingga akan lebih patuh berbeda dengan wajib pajak 
yang jarang di periksa oleh fiskus akan cenderung kurang patuh. Penelitian ini juga 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusof, et al. (2014) yang 
menyatakan bahwa pemeriksaan pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. Sebaliknya apabila pemeriksaan dilakukan dengan jangka waktu yang lama 
maka akan melemahkan kepatuhan wajib pajaknya.  
Bergman & Nevarez (2006) juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak 
akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini terbukti dari hasil penelitian dimana 
pemeriksaan yang dilakukan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku 
ketidakpatuhan namun cenderung mengarah kepada perilaku untuk patuh. 
Penelitian ini menilai bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan akan memberikan 
arah positif kepada peningkatan kepatuhan. Selain itu Advani, et al. (2015) juga 
menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiskus untuk menilai 
kepatuhan wajib pajak dan juga agar dapat melaksanakan peraturan perundang-





Penelitian yang dilakukan oleh Niu (2011) menunjukkan bahwa pemeriksaan 
pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil penelitian yang dilakukan dimana ketika pemeriksaan pajak dilakukan, maka 
suatu perusahaan akan melaporkan tingkat pertumbuhan penjualan yang lebih 
tinggi. Pada tahun pemeriksaan, perusahaan akan melaporkan penjualan dengan 
presentase lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mendapatkan 
pemeriksaan pajak. Presentase perusahaan akan menurun sekitar 1/3 persen 
setiap tahun sesudah pemeriksaan. Penelitian ini menyatakan bahwa dengan 
adanya pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Birskyte (2013) menyatakan bahwa tingkat 
pemeriksaan yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan 
individu negara. Pemeriksaan pajak yang dilakukan akan membuat wajib pajak 
yang diperiksa lebih patuh sehingga akan meningkatkan pendapatan negara 
dengan menunjukkan bahwa negara akan memperoleh penghematan signifikan 
dalam administrasi perpajakan.  
Penelitian mengenai pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia 
memiliki hasil yang konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa 
peneliti di Negara-negara lain. Mandagi, et al. (2014) menyatakan bahwa 
pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. 
Pemeriksaan pajak yang baik akan membantu dalam pembentukan perilaku 
kepatuhan pajak sehingga akan memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk 
memenuhi segala kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Wahda, et al. (2018) yang juga menyatakan bahwa 
semakin baik pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib 





diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga pemeriksaan ini akan 
mempengaruhi kepatuhan pajak.  
Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan membuktikan 
bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sayangnya, 
pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan baik di Indonesia 
maupun di Negara-negara lain belum ada penelitian yang melihat pemeriksaan 
pajak dengan pola waktu pemeriksaan yang dapat memaksimalkan kepatuhan 
pajak. Sehingga penelitian ini berusaha mengisi kekosongan dari adanya GAP 
tersebut dengan melibatkan variabel pola pemeriksaan.  
Pola pemeriksaan setiap wajib pajak akan menyesuaikan dengan periode-
periode pemeriksaan wajib pajak tersebut dan dapat dilihat dari ketentuan waktu 
pemeriksaan yang telah di atur di dalam undang-undang perpajakan. Pola 
pemeriksaan dapat terbentuk dari beberapa pola terperiksa dan tidak diperiksa. 
Pada penelitian ini menggunakan 6 kemungkinan pola yang dapat terjadi pada 
pemeriksaan selama 3 tahun pajak, yaitu diperiksa secara terus menerus (+++), 
tidak diperiksa secara terus menerus (---), tidak diperiksa-tidak diperiksa-diperiksa 
(--+), diperiksa-diperiksa-tidak diperiksa (++-), diperiksa-tidak diperiksa-tidak 
diperiksa (+--), tidak diperiksa-diperiksa-diperiksa (-++).  
Pola pemeriksaan pada penelitian ini menggunakan skema dari teori order 
effect yang dikembangkan dari teori the belief adjustment model. Model ini 
menggambarkan adanya penyesuaian atas keyakinan dikarenakan adanya bukti 
baru ketika mengevaluasi bukti secara berurutan. Hogarth & Einhorn (1992) 
menjelaskan bahwa dalam penyesuaian keyakinan baru individu akan 
mempertimbangkan urutan bukti (order effect). Pada pemeriksaan pajak 





pemeriksa. Menurut Hogarth & Einhorn (1992) skema order effect digunakan untuk 
memberikan konseptual mengenai pemrosesan bukti yang terlibat. Pada saat 
pemeriksaan pengaruh order effect terjadi karena adanya interaksi antara strategi 
pemrosesan informasi dan karakteristik tugas pemeriksaan (Messier & Tubbs, 
1994). Pada penelitian ini, adanya pola waktu pemeriksaan yang berbeda-beda 
juga  akan memberikan informasi bagi wajib pajak yang akan mengubah presepsi 
mereka mengenai perilaku kepatuhannya (Gemmell & Ratto, 2012).  
Hoghart & Einhorn (1992) juga menjelaskan bahwa dengan adanya bukti baru 
akan menyebabkan keyakinan awal disesuaikan (adjusted) sehingga akan 
menjadi jangkar (anchor) untuk keyakinan selanjutnya. Proses penjangkaran dan 
penyesuaian bukti yang baru akan menghasilkan efek resensi (recency effect) 
pada urutan bukti pemeriksaan. Recency effect terjadi ketika keyakinan wajib 
pajak untuk berprilaku patuh atau tidak patuh yang di dapatkan dari urutan 
pemeriksaan sesuai dengan urutan terakhir di dalam sebuah pemeriksaan. 
Kebalikan dari recency effect ialah primacy effect. Primacy effect terjadi ketika 
keyakinan wajib pajak untuk berprilaku patuh atau tidak patuh yang di dapatkan 
dari urutan pemeriksaan sesuai dengan urutan yang ada sebelum urutan terakhir 
(Kahle, Pinsker, & Pennington, 2015) 
Penentuan pola waktu pemeriksaan yang tepat akan memiliki dampak yang 
besar dalam pemeriksaan yang dilakukan. Dampak besar setelah dilakukannya 
pemeriksaan dan persistensi pada kewajiban pajak yang dilaporkan akan 
meningkat setelah dilakukannya pemeriksaan. Sehingga hal ini membuktikan 
bahwa pola waktu pemeriksaan pajak menjadi hal yang sangat penting untuk 
memeriksa apakah wajib pajak sudah melakukan kepatuhan pajak sesuai dengan 
peraturan perpajakan yang berlaku. Permasalahan diatas menunjukkan bahwa 





pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini juga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan 
wajib pajak.  
1.2. Motivasi Penelitian 
Penelitian ini dimotivasi oleh beberapa hal. Pertama, tingkat kepatuhan 
pajak di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu sebesar 52,34% (Ortax.org, 
2019) Kepatuhan pajak yang rendah berkaitan dengan kurang dilakukannya 
pemeriksaan pajak oleh fiskus. Adanya pemeriksaan pajak akan mempermudah 
fiskus untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Beberapa penelitian membuktikan 
bahwa semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan maka akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajaknya (Wahda, et al, 2018). Penelitian tersebut menyatakan 
bahwa ketika pemeriksaan dilakukan maka indikasi wajib pajak patuh akan tinggi.    
Kedua, penelitian ini juga dimotivasi karena pada penelitian-penelitian 
terdahulu baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain tidak ada peneliti yang 
menilai kepatuhan pajak dari sisi pola waktu pemeriksaan pajak. Waktu 
pemeriksaan setiap wajib pajak berbeda-beda. Adanya pola waktu pemeriksaan 
yang berbeda-beda dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan berdampak pada 
perilaku patuh wajib pajak. Perilaku patuh wajib pajak yang sering dilakukan 
pemeriksaan akan berbeda dengan perilaku patuh wajib pajak yang jarang 
dilakukan pemeriksaan.  
Ketiga, peneliti termotivasi untuk mengembangkan order effect theory 
dalam melihat pola waktu pemeriksaan yang dapat menilai kepatuhan pajak. Order 
effect theory pada penelitian ini digunakan sebagai pertimbangan untuk 
menyesuaikan keyakinan yang dilakukan pemeriksa. Sehingga peneliti termotivasi 
untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan pajak ketika pola waktu pemeriksaan 





1.3. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini ialah : 
a. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diperiksa 
dengan pola pemeriksaan dan tanpa pola waktu pemeriksaan ? 
b. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diperiksa 
dengan pola primacy dan wajib pajak yang diperiksa dengan pola recency? 
1.4. Tujuan Penelitian  
 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 
menguji dan menganalisis :  
a. Perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diperiksa dengan pola 
pemeriksaan dan tanpa pola waktu pemeriksaan. 
b. Perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diperiksa dengan pola 
primacy dan wajib pajak yang diperiksa dengan pola recency. 
1.5. Kontribusi Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dua aspek, 
yaitu kontribusi terhadap pengembangan teori dan kontribusi praktik. 
a. Kontribusi Teori 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
pengembangan literatur di bidang perpajakan dan memberikan tambahan 
bukti empiris, khususnya mengenai order effect dalam menentukan pola 
waktu pemeriksaan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan tambahan wawasan dan informasi bagi akademisi serta 
memberikan bukti secara empiris bagaimana pola pemeriksaan 






b. Kontribusi Praktik  
Penelitian in diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan 
juga bagi DJP atas penilaian pola waktu pemeriksaan yang dapat 
mempengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran 






2.1. Belief Revision dan Belief Adjustment Model  
The belief revision theory menjelaskan sebuah proses dalam perubahan 
keyakinan individu yang digunakan sebagai pengakuan terhadap informasi yang 
baru (Pollock & Gillies, 2000). Teori belief revision menjelaskan secara mendalam 
mengenai pemodelan diawali dengan penetapan satu set proposisi tertentu yang 
digunakan sebagai keyakinan awal (Alchourrón, Gärdenfors, & Makinson, 1985). 
Lalu, keyakinan tersebut mengalami keseimbangan secara terus menerus dengan 
memperoleh sebuah kritik internal dari sebuah informasi yang di dapatkan oleh 
individu. Dengan demikian, keyakinan awal individu dapat berubah menjadi 
sebuah keyakinan yang baru sebagai respon terhadap kritik atas informasi yang 
terbaru. Namun, penjelasan mengenai belief revision dengan menggunakan 
konsep Alchourrón, et al (1985) ini masih tidak cukup konkret, karena terdapat 
keterbatasan dalam mengungkapkan prinsip-prinsip umum yang bersifat abstrak. 
Pollock & Gillies (2000) menambahkan bahwa dalam penjelasan belief revision 
masih diperlukan adanya pendekatan derivasional untuk lebih memperjelas belief 
revision. Pendekatan derivasional digunakan untuk penyajian argumen-argumen 
yang akan mendukung keyakinan awal dengan tetap mengakui bahwa keyakinan 
awal dapat direvisi, ditolak dan dapat dibatalkan sesuai dengan informasi yang di 
dapatkan.  
Belief revision menempatkan pemahaman yang baik mengenai sebuah 
infromasi yang didapatkan sebagai sumber utama dalam penetapan keyakinan. 
Pemahaman tersebut dapat menjadi sebuah pembenar dalam proses penalaran 





dengan informasi baru yang di dapatkan. Kahneman & Tversky (1979) 
menjelaskan bahwa belief revision merupakan proses yang membuat sebuah 
estimasi mengenai keyakinan awal seorang individu yang rendah sehingga 
dilakukannya revisi atas keyakin awal tersebut dengan melakukan evaluasi 
terhadap informasi terbaru dan membentuk sebuah keyakinan baru. Sejalan 
dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Pollock & Gillies (2000) yang 
menjelaskan bahwa belief revision merupakan proses penalaran yang 
berkelanjutan yang sesuai dengan informasi terbaru dan pemahaman baru yang 
berkaitan dengan keyakinan awal individu, sehingga terbentuk keyakinan baru 
yang bersifat konsisten maupun tidak konsisten.  
Pollock & Gillies (2000) juga menyatakan bahwa belief revision 
menjelaskan pertanyaan mengenai urutan kejadian informasi yang dapat menjadi 
sebuah pemicu dari sebuah perubahan keyakinan individu. Pemahaman 
mengenai urutan kejadian informasi tersebut mengadaptasi konsep umum untuk 
memasukkan bias, dan membentuk kerangka psikologis yang dikenal sebagai the 
belief adjustment model (Hoghart & Einhorn, 1992).  Model belief adjustment 
secara umum menjelaskan bahwa individu akan melakukan rangkaian perubahan 
keyakinannya pada saat urutan bukti dari informasi awal yang diterima sehingga 
akan menghasilkan pemahaman baru dan dapat menuju suatu hasil yang baik. 
Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa individu memiliki keterbatasan memori 
dalam memproses informasi secara berurutan. Pendekatan yang digunakan 
dalam teori ini ialah pendekatan atau model anchoring dan adjustment. Model teori 
ini memproposisikan bahwa individu akan cenderung melakukan perubahan 
keyakinan dengan menggunakan proses penjangkaran (initial anchor) terhadap 
bukti baru yang diperoleh secara bertahap. Setelah mendapatkan bukti baru, 
individu akan melakukan penyesuaian (adjustment) terhadap keyakinan awal, 





mengenai belief adjustment model ini melengkapi konsep belief revision. Belief 
adjustment model memprediksi bahwa ketidak konsistenan bukti akan 
menghasilkan belief revision yang lebih besar ketika disajikan setelah bukti 
diterima secara tidak sesuai atau dari tanda yang berlawanan (Ashton & Ashton, 
1988).  
Belief Adjustment Theory menjelaskan bahwa individu akan memperbaiki 
keyakinan yang sekarang (anchor) disebabkan adanya beberapa pengaruh urutan 
bukti. Bukti yang dimaksud merupakan sebuah kompleksitas yang telah 
dievaluasi, konsistensi yang dimiliki oleh bukti yang di dapatkan dan kedekatan 
evaluator terhadap bukti tersebut. Dengan demikian teori ini memiliki karakteristik 
tugas sebagai moderator dalam hubungan antara bukti dengan pertimbangan 
yang akan dibuat oleh individu tersebut. Hoghart & Einhorn (1992) menjelaskan 
bahwa sifat-sifat yang mempengaruhi bukti dapat berupa sebuah urutan bukti 
(positif setelah itu negatif, negatif-positif atau konsisten positif-positif dan negatif-
negatif) dan cara/format/mode (informasi disampaikan secara berurutan atau 
simultan). Selain kedua sifat yang disebutkan diatas, Kennedy (1993) juga 
menambahkan bahwa terdapat sifat-sifat bukti yang juga dipertimbangkan dalam 
teori ini, yaitu: arah (sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan awal), Kekuatan 
bukti (lemah atau kuat) dan Jenis Bukti (Negatif, positif atau campuran).  
Teori ini secara umum menjelaskan bahwa adanya keberadaan pengaruh 
urutan informasi (order effect) dalam proses perubahan keyakinan. Pengaruh 
urutan informasi muncul disebabkan karena adanya interaksi antara karakteristik 
dalam penugasan dan stategi pemrosesan sebuah informasi. Belief adjustment 
menjelaskan bahwa ketika seorang individu menerima bukti atau informasi baru, 
individu akan cenderung melakukan penyesuaian (adjusted) atas keyakinan awal 
untuk mengambil keputusan sesuai dengan informasi terbaru berdasarkan urutan 





adanya efek resensi atas penilaian urutan bukti. Recency effect akan menyertai 
rangkaian informasi atau urutan bukti yang di dapatkan oleh individu ketika 
informasi tersebut disajikan secara bertahap (step by step). Kebalikan dari recency 
effect ialah primacy effect.  
Penerapan the belief adjustment model umumnya untuk menjelaskan 
penelitian-penelitian dalam bidang audit. Pengembangan model belief adjustment 
pada bidang auditing diawali oleh Ashton & Ashton (1988) dimana mereka 
melakukan penyederhanaan konteks dari audit yang dilaporkan dengan 
permasalahan pengendalian piutang internal dan gaji. Penyajian yang dilakukan 
yaitu secara berurutan dan simultan dan hasil yang di dapat dari penelitian yang 
dilakukannya dapat disimpulkan bahwa revisi keyakinan dari auditor bergantung 
dengan urutan bukti yang diterima. Ashton & Ashton (1988) juga menjelaskan 
bahwa dengan melakukan penyajian informasi dengan format step by step akan 
menunjukkan bahwa individu akan membuat perubahan keyakinan dengan 
perbaikan yang lebih besar dibandingkan dengan format end of sequence.  
 
2.2. Order Effect in Belief Updating (Recency dan Primacy Effect) 
Secara umum efek urutan (order effect) dapat diartikan sebagai suatu 
strategi yang dilakukan oleh pelaku aktivitas ekonomi untuk mempertimbangkan 
informasi yang diberikan berdasarkan penyajian atau urutan informasi yang ada. 
Akan tetapi, dari pengaruh urutan tersebut seringkali dapat menyebabkan adanya 
bias dalam sebuah pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan. 
Bias dapat terjadi dikarenakan dalam pertimbangan yang diambil oleh pelaku 
aktivitas memerlukan adanya tambahan bukti atau informasi baru, yang 
menandakan bahwa diperlukannya prosedur tambahan diluar kegiatan yang 





dikembangkan oleh Hoghart & Einhorn (1986, 1987) yang dijelaskan secara 
mendalam dengan versi terkahir, yaitu dalam teori belief adjustment model. Order 
effect dalam teori the belief adjustment model memprediksi bahwa perbedaan 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu disebabkan karena 
perbedaan penyajian urutan bukti yang disajikan dalam format yang berbeda-
beda, yaitu dalam format sekuensial atau dalam format simultan.  
Pertimbangan pengaruh order effect pada proses perubahan keyakinan 
disesuaikan dengan dua kemungkinan pada proses tersebut, yaitu recency effect 
dan primacy effect. Kahle, et al (2015) menjelaskan bahwa hasil dari sebuah 
perubahan keyakinan akan menghasilkan efek recency ketika individu lebih 
mempertimbangkan bukti terakhir yang diterima dibandingkan dengan bukti awal. 
Sebaliknya, efek primacy terjadi ketika individu lebih mempertimbangkan bukti 
awal yang diterima dibandingkan dengan bukti terakhir dalam sebuah urutan 
informasi. Pada teori belief adjustment ini dapat dicermati bahwa recency effect 
ditentukan dalam 3 dimensi, yaitu : Jenis Bukti, Kompleksitas Bukti, dan Jumlah 
seri Bukti.  
Model the belief adjustment menjelaskan bahwa dalam penyajian bukti 
yang diterima dapat berbentuk step by step, yang dimana individu akan melakukan 
perubahan keyakinan setelah diberikan beberapa bukti dari serangkaian informasi 
yang terpisah-pisah. Selain itu penyajian bukti dapat berbentuk pola end of 
sequence, dimana individu akan melakukan perubahan keyakinan ketika informasi 
yang didapatkan tersaji dalam bentuk yang telah terkumpul. Ashton & Ashton 
(1988) menjelaskan bahwa individu membuat perubahan atas keyakinan awalnya 
akan lebih besar apabila informasi yang disajikan berbentuk format step by step, 
dibandingkan dengan format end of sequence. Hal ini dikarenakan penyajian bukti 





lebih banyak dalam melakukan anchoring dan penyesuaian, selain itu individu juga 
akan lebih sering melakukan over-adjust ke item-item infromasi yang diberikan.  
 
2.3. Penelitian terdahulu  
Penelitian-penelitian yang membahas mengenai efek urutan (order effect) 
menjelaskan bahwa terdapat efek kekinian dalam menentukan keputusan yang 
dibuat oleh individu. Konsep order effect dalam teori the belief adjustment banyak 
digunakan dalam bidang auditing yang menjelaskan bahwa dengan adanya order 
effect maka akan memberikan pengaruh terhadap pertimbangan keputusan 
auditor.  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tubbs, Messier, & 
Knechel (1990) yang menguji apakah urutan bukti memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap revisi keyakinan seorang auditor. Hasil pada penelitian yang 
dilakukan oleh Tubss, et al (1990) menunjukkan tidak ada pengaruh bagi urutan 
bukti yang konsisten, namun terdapat pengaruh bagi urutan bukti yang tidak 
konsisten. Hal ini sesuai dengan model belief adjustment yang dijelaskan oleh 
Hoghart & Einhorn (1992) dimana peningkatkan kompleksitas dalam suatu 
pekerjaan akan menyebabkan adanya efek kekinian dalam kedua bentuk respon. 
Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tubss, et al 
(1990), jika terdapat revisi keyakinan dari auditor yang bergantung dengan aspek 
yang tidak relevan maka kualitas audit akan terpengaruh, artinya keputusan dari 
auditor hanya akan memberi penekanan pada sebuah urutan bukti yang paling 
terakhir dengan level signifikansi yang tidak pasti tinggi.  
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tubss, et al (1990) yang 
menguji efek urutan dalam bidang audit dengan penentuan keputusan auditor, 
dalam penelitian ini konsep efek urutan (order effect) dalam teori the belief 





atau tidak patuh seorang wajib pajak saat dilakukannya pemeriksaan oleh otoritas 
pajak. Selain itu, diharapkan pula dapat terjadi interaksi antara faktor dari urutan 
informasi yang dapat membentuk keputusan wajib pajak. Faktor tersebut akan 
mengarahkan terjadinya pergeseran perilaku kepatuhan bagi kelompok yang 
terperiksa maupun kelompok yang tidak dilakukannya pemeriksaan. 
2.4. Kepatuhan Pajak 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan ialah tindakan untuk 
tunduk atau taat pada suatu aturan. Patuh berarti mengikuti suatu standar atau 
hukum yang telah diterbitkan oleh suatu Lembaga tertentu. Kepatuhan pajak 
menjadi salah satu permasalahan bagi pemerintahan di Indonesia maupun di 
negara lain. Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 
wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. 
Direktorat Jendral Pajak menggunakan kriteria kepatuhan pajak sesuai dengan 
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu, 2007). Kepatuhan 
ditentukan oleh ketepatan wajib pajak dalam menghitung pajak yang terutang, 
membayar pajak dan melaporkannya secara tepat waktu. Kepatuhan pajak juga 
dapat diartikan sebagai ketaatan wajib pajak dalam memenuhi peraturan 
perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak tidak patuh dalam menaati peraturan 
perpajakan, maka secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan untuk 
melakukan tindakan penghindaran, penggelapan maupun penyelewangan pajak.  
Sayangnya, kepatuhan pajak masih tidak mudah didefinisikan, namun 
Brown & Mazur (2003) mengungkapkan bahwa terdapat tiga dimensi didalam 
kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan atas pembayaran pajak, kepatuhan dalam 
pelaporan pajak dan kepatuhan dalam pengisian SPT. Kepatuhan pajak dapat 
didefinisikan sebagai pelaporan atas semua pendapatan dan pembayaran semua 





2014). Sementara itu, definisi mengenai kepatuhan pajak secara lebih luas 
diungkapkan oleh Andreoni, et al (1998). Kepatuhan pajak merupakan kesediaan 
wajib pajak untuk patuh terhadap undang-undang perpajakan dalam rangka 
mendapatkan keseimbangan ekonomi. Sejalan dengan Zemiyanti (2016) yang 
menyatakan wajib pajak harus melaporkan penghasilan yang didapatkan secara 
akurat dan jujur, melaporkan dan menghitung pajak berdasarkan ketentuan yang 
berlaku dan memiliki tujuan untuk keseimbangan ekonomi. Dari beberapa definisi 
tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa patuh terhadap pembayaran pajak 
merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban dan hak-
haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 
Sikap patuh wajib pajak merupakan aspek penting dalam pembayaran 
pajak mengingat sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self assessment 
system. Penerapan sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya kewajiban pajak yang 
harus dibayar dimana kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi aspek 
pentingnya (Waluyo, 2010). Wajib pajak bertanggungjawab dalam memenuhi 
segala kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu. Sejalan dengan 
definisi yang diungkapkan oleh Singh & Bhupalan (2001) bahwa wajib pajak yang 
paham terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, terbukti lebih patuh dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Disisi lain wajib pajak akan menjadi 
terbuka dan jujur dalam penerapan sistem self assessment dan wajib pajak juga 
dapat mencari peluang agar pajak yang dibayarkan lebih efisien, tetapi tidak 
melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.  
Kepatuhan pajak terbagi dalam dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan 
formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal meliputi kewajiban formal wajib 
pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sedangkan kepatuhan 





sesuai dengan jiwa dan isi dari peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak 
dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria kepatuhan yang berlaku sesuai dengan 
yang tertera dalam keputusan direktorat jendral pajak nomor KEP-213/PJ/2003 
yang merupakan perubahan atas keputusan direkrotat jendral pajak nomor KEP-
550/PJ./2000. Keputusan direktorat jendral pajak tersebut merupakan kelanjutan 
dari keputusan Menteri keuangan nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib 
Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran 
Pajak. PMK tersebut menjelaskan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai wajib 
pajak yang memenuhi kriteria patuh, wajib pajak harus memenuhi syarat sebagai 
berikut : 
1. Menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak (2 tahun terkahir) dengan tepat 
waktu.  
2. Pada tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 
periode masa pajak, hal ini berlaku terhadap semua jenis pajak dan tidak 
berturut-turut  
3. Penyampaian SPT masa terlambat tidak melebih batas waktu penyampaian 
SPT masa pajak berikutnya.  
4. Tidak memiliki tunggakan pajak kecuali tunggakan pajak sehubungan dengan 
SPT yang diterbitkan untuk 2 masa pajak terakhir atau wajib pajak sudah 
memiliki izin untuk mengangsur pembayaran pajak.  
5. Wajib pajak tidak terlibat dalam tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu 
10 tahun terakhir.  
6. Wajib pajak sudah melakukan pengauditan laporan keuangan dan harus 
memiliki pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pengecualian yang 
tidak mempengaruhi laba rugi fiskal oleh auditor akuntan publik ataupun badan 






2.5. Pemeriksaan Pajak  
Berdasarkan Undang-undang 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terkahir dengan undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2009, pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan 
mengolah data yang dapat berupa keterangan atau analisis bukti yang 
dilaksanakan secara objektif berdasarkan standar yang telah ditentukan. Salah 
satu upaya yang dapat dilakukan oleh dirjen pajak untuk mengetahui kepatuhan 
pajak yaitu dengan melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak (Misu, 2011). 
Menurut Waluyo (2007), pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan 
wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Pemeriksaan pajak digunakan sebagai salah satu cara untuk mengimbangi 
sistem perpajakan yang menggunakan self assessment system, dimana wajib 
pajak diharuskan untuk melaporkan dan membayar sendiri kewajiban 
perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 
Pemeriksaan pajak dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi adanya 
penggelapan dan penghindaran pajak, sehingga dapat menjaga kepatuhan pajak 
bagi wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk pengawasan 
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak sebagai 
bentuk pengawasan akan menguji beberapa hal, yaitu :  
a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau 
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak 
atau Bagian Tahun Pajak; 
b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; 





d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Pemeriksaan dalam rangka pemenuhan kepatuhan perpajakan dilakukan 
dengan menelusuri kebenaran SP (Surat Pemeberitahuan), pembukuan dan 
pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan kegiatan usaha 
sebenarnya oleh wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan dengan 
menghimpun data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan 
professional dan berdasarkan dengan standart pemeriksaan. Setelah dilakukan 
pengujian-pengujian terhadap data, keterangan, dan/atau bukti maka pemeriksa 
akan menerbitkan surat ketetapan pajak: 
1. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dalam hal jumlah pokok pajak sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak; 
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam hal besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar; 
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang 
terutang atau seharusnya tidak terutang; 
4. Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal ada sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda; 
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam hal pajak 
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak 





memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan, 
maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). STP berisi ketentuan sanksi 
administrasi yang dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. 
Tabel 2. 1.  
Sanksi Administrasi Pemeriksaan Pajak 
 











Rp. 100.000 atau Rp. 500.000 
per SPT 
Rp. 100.000 atau Rp. 
1.000.000 per SPT 
 
2 8 (3) Pembetulan sendiri dan belum 
disidik 
150% dari jumlah pajak yang 
kurang dibayar 
 
3 14 (4) - Pengusaha yang telah 
dikukuhkan sebagai PKP, 
tetapi tidak membuat 
faktur pajak atau membuat 
faktur pajak tetapi tidak 
tepat waktu; 
- pengusaha yang telah 
dikukuhkan sebagai PKP 
yang tidak mengisi faktur 
pajak secara lengkap; 
- PKP Melaporkan Faktur 
pajak tidak sesuai dengan 
masa penerbitan faktur 
pajak 
2% dari DPP 
Sanksi Bunga 
1 8 (2a dan 2b) Pembetulan SPT Masa 
Tahunan 
2% perbulan, dari jumlah pajak 
kurang bayar 
 
2 9 (2a dan 2b) Keterlambatan pembayaran 
pajak masa dan tahunan 
2% perbulan, dari jumlah pajak 
terutang 
 
3 13 (2) Kekurangan pembayaran pajak 
dalam SKPKB 
2%, Per bulan, dari jumlah 
kurang bayar, max 24 bulan 
 
4 13 (5) SKPKB diterbitkan setelah 
lewat waktu 5 tahun karena 
adanya tindak pidana 
48% dari jumlah pajak yang 





perpajakan maupun tindak 
pidana lainnya 









a. PPh tahun berjalan 
tidak/kurang bayar 
b. SPT Kurang Bayar 
 
PKP yang gagal berproduksi 
dan telah diberikan 
pengembalian Pajak Masukan 
2%, Per bulan, dari jumlah 
pajak tidak/ kurang bayar, max 
24 bulan 
6 15 (4)  SKPKBT diterbitkan setelah 
lewat waktu 5 tahun karena 
adanya tindak pidana 
perpajakan maupun tindak 
pidana lainnya 
48% dari jumlah pajak yang 
tidak mau atau kurang bayar 
7 19 (1) SKPKB/T, SK Pembetulan, SK 
Keberatan, Putusan Banding 
yang menyebabkan kurang 
bayar terlambat dibayar 
2%, Per bulan, dari jumlah 
pajak tidak/ kurang bayar 
8 19 (2) Mengangsur atau menunda  2% perbulan, bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 bulan 
 
9 19 (3) Kekurangan pajak atas akibat 
penundaan SPT 
2% atas kekurangan 
pembayaran pajak 
Sanksi Kenaikan 
1 8 (5) Pengungkapan ketidakbenaran 
SPT sebelum terbitnya SKP.  
50% dari pajak yang kurang 
bayar 
2 13 (3) PPN/PPnBM yang tidak 
seharusnya dikompensasikan 
atau tidak tarif 0%, tidak 
terpenuhinya Pasal 28 dan 29 
a. PPh yang tidak atau 
kurang bayar 
b. Tidak/kurang dipotong/ 
dipungut/disetorkan  
c. PPN/PPnBM tidak atau 




a. 50%, Dari PPh yang tidak/ 
kurang dibayar 
b. 100%, Dari PPh yang tidak/ 
kurang dipotong/ dipungut 
c. 100%, Dari PPN/ PPnBM 
yang tidak atau kurang 
dibayar 
3 15 (2) Kekurangan pajak pada 
SKPKBT 








2.6. Pola Pemeriksaan Pajak  
Pemeriksaan kepada wajib pajak memiliki kebijakan yang berbeda-beda 
sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak Nomor: SE-15/PJ/2018 terdapat dua kriteria kebijakan 
pemeriksaan yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan pemeriksaan 
khusus. Pemeriksaan pajak rutin dilakukan sebagai pemenuhan hal wajib pajak 
dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sementara itu, pemeriksaan khusus 
dilakukan ketika wajib pajak yang berdasarkan hasil dari risk based audit dan audit 
based on data memiliki indikasi ketidakpatuhan pajak yang sesuai dengan 
peraturan perpajakan. Selain itu, kriteria pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan 
sesuai dengan jenis dari pemeriksaanya.  
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-15/PJ/2018 
terdapat dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan 
lapangan. Pemeriksaan ini dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Pajak atau 
Kantor Pelayanan Pajak dengan memberikan beberapa prosedur pemeriksaan 
yang sesuai dengan ketentuan perpajakan kepada wajib pajak. Sementara itu, 
pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha 
wajib pajak, lokasi objek pajak atau tempat kedudukan subjek pajak, atau tempat-
tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan Lapangan 
dapat dilakukan pada kriteria pemeriksaan rutin dan juga pemeriksaan khusus.  
Jenis pemeriksaan yang berbeda-beda dalam kebijakan pemeriksaan ini 
memiliki jangka waktu pemeriksaan yang berbeda-beda pula. Jangka waktu 
pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan diatur berdasarkan Pasal 15 
dan pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013. Pemeriksaan 





selama 4 bulan setelah tanggal wajib pajak melakukan pemenuhan surat 
panggilan dari dirjen pajak. Sementara itu, pemeriksaan dengan jenis 
pemeriksaan lapangan memiliki jangka waktu pengujian paling lama 6 bulan 
setelah surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. 
Jangka waktu pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan dapat di 
perpanjang apabila masih ada prosedur pemeriksaan yang belum terpenuhi, 
perpanjangan jangka waktu pemeriksaan paling lama hanya 2 bulan. Apabila 
pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berindikasi adanya rekayasa 
transaksi keuangan maka pemeriksaan dapat diperpanjang lebih lama, yaitu 
selama 6 bulan. Selain itu, pemeriksaan terhadap wajib pajak yang berindikasi 
adanya ketidakpatuhan dapat dilakukan paling banyak 3 kali atau sesuai dengan 
kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian. 
Wajib pajak tidak selalu di periksa secara berkala, terdapat indikasi-indikasi 
pemeriksaan wajib pajak yang membentuk pola pemeriksaan terhadap wajib pajak 
berbeda-beda. Perbedaan kriteria pemeriksaan, jenis pemeriksaan, dan waktu 
pemeriksaan juga berdampak pada perbedaan pola waktu pemeriksaan wajib 
pajak. Sehingga, pola-pola waktu pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan 
wajib pajak. Pemeriksaan kepada wajib pajak dapat dilakukan secara berkala atau 
dengan pola yang sama dan juga dapat dilakukan secara tidak berkala atau 
dengan pola yang berbeda. Adanya pola yang berbeda pada setiap pemeriksaan 
akan memengaruhi sikap patuh dan tidak patuh wajib pajak. Hal ini mendukung 
penelitian yang dilakukan oleh Gemmell & Ratto (2012), dimana dijelaskan bahwa 
pola waktu pemeriksaan yang berbeda dari setiap wajib pajak akan memberikan 
informasi bagi wajib pajak yang akan melakukan perubahan keyakinan mengenai 
informasi dalam sebuah pemeriksaan tersebut sehingga dapat menentukan 




RERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
3.1. Rerangka Konseptual  
Pajak menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan 
penerimaan dan membantu mengurangi defisit APBN. Penerimaan pajak yang 
rendah tercermin dalam rasio pajak. Tax Ratio yang meningkat akan membantu 
menaikkan penerimaan pajak Negara begitupun sebaliknya semakin rendah tax 
Ratio suatu Negara juga bisa menurunkan penerimaan pajak. Tax ratio di 
Indonesia pada tahun 2018 hanya sebesar 11,5% dari PDB yang dimana rasio di 
Indonesia ini masih jauh dari skala rasio di seluruh dunia yaitu sebesar 15% 
(MediaKeuangan, 2019). Hal ini membuktikan bahwa penerimaan negara 
Indonesia masih tergolong rendah sehingga menjadi kendala utama yang 
dihadapi. Rendahnya penerimaan Negara dari sektor pajak ini berkaitan dengan 
kepatuhan wajib pajak sehingga direktoral jendral pajak dan pemerintah 
melakukan berbagai upaya reformasi dalam perpajakan untuk meningkatkan 
kepatuhan pajak.  
Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk 
menilai perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak ialah dengan melakukan 
pemeriksaan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pemeriksaan pajak 
dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain penelitian oleh Erard & 
Feinstein (1994); Bergman & Nevarez (2006); Niu (2011); Bisrkyte (2013), 
Debacker, Tran, & Heim (2013); Mandagi, et al. (2014); Yusof, et al. (2014); 





Penelitian-penelitian ini menjelaskan bahwa dengan dilakukannya 
pemeriksaan maka wajib pajak akan cenderung patuh dibandingkan dengan tidak 
dilakukan pemeriksaan. Sayangnya, pemeriksaan pajak tidak dilakukan secara 
berkala kepada seluruh wajib pajak. Ada beberapa wajib pajak yang diperiksa dan 
ada beberapa wajib pajak yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan 
pajak dilakukan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak yang telah diatur dalam 
peraturan perpajakan. Adanya perbedaan kebutuhan pemeriksaan menyebabkan 
wajib pajak memliki pola-pola waktu pemeriksaan atau periode pemeriksaan yang 
berbeda-beda. Wajib pajak dapat diperiksa secara terus menerus ataupun tidak. 
Waktu pemeriksaan yang berbeda dapat membentuk beberapa pola pemeriksaan.  
 Adanya perbedaan pola akan mempengaruhi keputusan kepatuhan. Hal ini 
sejalan dengan teori Belief Adjustment (Hogarth & Einhorn, 1992), dimana wajib 
pajak akan memiliki keputusan atas kepatuhan sesuai dengan keyakinan awal 
wajib pajak, namun kepatuhan tersebut dapat berubah ketika wajib pajak memiliki 
informasi dan pemahaman baru yang relevan. Teori ini melakukan pertimbangan 
pada hasil keputusan untuk patuh atau tidak patuh dengan berdasarkan pengaruh 
dari urutan (order effect) informasi yang diterima atau dari kondisi pola waktu 
pemeriksaan. Pola tersebut dapat membentuk kemungkinan hasil yang berupa 
recency effect dan primacy effet yang disesuaikan dengan order effect dalam 
sebuah pemeriksaan. Keputusan  kepatuhan akan membentuk hasil recency effect 
jika wajib pajak menentukan perilaku kepatuhan dengan mempertimbangkan 
keyakinan awal dalam sebuah pola. Sebaliknya, jika wajib pajak menentukan 
keputusan perilaku kepatuhan dengan mempertimbangkan informasi terakhir 
dalam sebuah pola maka hasil dari keputusan kepatuhan berupa primacy effect.  
 Berdasarkan penjelasan di atas, maka rerangka konseptual penelitian ini 





yang dilakukan dan pola waktu pemeriksaan dapat digambarkan dalam gambar 
3.1 di bawah ini.  
 
 








Gambar 3. 1. Rerangka Konseptual Penelitian   
Pemeriksaan dengan pola 
primacy dan pemeriksaan 
tanpa pola 
Pemeriksaan dengan pola 







Pemeriksaan dengan pola 
recency dan pemeriksaan 






Variabel utama dari model penelitian ini terdiri dari pemeriksaan pajak dan 
kepatuhan pajak. Pemeriksaan pajak sebagai variable independen (X) terbagi 
menjadi dua, yaitu pemeriksaan pajak secara umum dan pola waktu pemeriksaan. 
Pemeriksaan memiliki dua kondisi yaitu wajib pajak terperiksa dan tidak diperiksa. 
Pola waktu pemeriksaan dilihat dari pengaruh urutan (order effect) dengan melihat 
hasil dari pengaruh urutan berupa efek recency atau primacy. Variabel dependen 
pada penelitian ini ialah Kepatuhan Pajak (Y)  
3.2. Pengembangan Hipotesis 
3.2.1 Pola waktu pemeriksaan dan kepatuhan pajak  
Otoritas pajak dapat menginvestigasi perilaku patuh atau tidak patuh wajib 
pajak dengan pemeriksaan yang dilakukan. Pemeriksaan yang dilakukan pada 
wajib pajak memiliki jenis, periode dan metode yang berbeda-beda dan akan 
mempengaruhi kepatuhan pajak. Slemrod, et al. (2001) menjelaskan bahwa 
pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak dalam menilai kepatuhan memiliki jenis 
dan metode yang berbeda-beda sehingga dalam menilai kepatuhan pajak harus 
disesuaikan dengan kondisi pemeriksaan yang dilakukan kepada wajib pajak. 
Boylan (2010) menjelaskan bahwa wajib pajak yang diperiksa pada periode 
sebelumnya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajaknya bergantung pada 
periode pajak dan sanksi apa yang diterima pada periode sebelumnya. 
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Debacker, et al. (2013) 
yang menguji pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan untuk wajib 
pajak yang menerima pajak penghasilan di Amerika Serikat. Lalu penelitian oleh 
Sulistyo (2007) yang menguji pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak. Kedua 
peneliti ini berpendapat bahwa peningkatan pemeriksaan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap peningkatan kepatuhan bagi wajib pajak. Pemeriksaan yang 





Kepatuhan wajib pajak sebagai hasil pemeriksaan pada periode pajak pertama 
akan memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan kepatuhan pada periode 
pemeriksaan kedua. Begitupula kepada pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya. 
Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dengan adanya pemeriksaan 
pajak secara terus menerus, kepatuhan wajib pajak akan cenderung menjadi lebih 
rendah dan akan terus menurun tingkat kepatuhannya. Hal ini membuktikan 
bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak secara terus menerus, wajib pajak akan 
cenderung menurun kepatuhannya.  
Penelitian ini menggunakan order effect theory yang dikembangkan dalam 
teori The Belief Adjustment. Berdasarkan pengaruh dari urutan informasi (order 
effect) dalam teori The Belief Adjustment dapat diasumsikan bahwa adanya 
pengaruh urutan dalam sebuah pemeriksaan yang membentuk pola akan 
membantu dalam penentuan keputusan wajib pajak untuk memutuskan kepatuhan 
pajaknya (Hoghart & Einhorn (1992); Kennedy (1993); dan Suartana (2005)).  
Dari uraian di atas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H1a :  Tingkat kepatuhan wajib pajak terperiksa dengan pola waktu primacy 
berbeda dengan tingkat kepatuhan wajib pajak terperiksa tanpa pola 
waktu  
H1b : Tingkat kepatuhan wajib pajak terperiksa dengan pola waktu recency  
berbeda dengan tingkat kepatuhan wajib pajak terperiksa tanpa pola 
waktu 
3.2.2 Pola Recency dan Pola Primacy terhadap tingkat kepatuhan pajak  
Alm, et al., (2004) berpendapat bahwa wajib pajak melakukan upaya untuk 
memenuhi ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat patuh atau tidak patuh. 





ialah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Adanya pemeriksaan pajak dapat 
memberikan pengaruh kepada wajib pajak yang tidak patuh sehingga 
kepatuhannya akan cenderung menjadi lebih tinggi daripada kepatuhan sebelum 
dilakukan pemeriksaan. Namun, sayangnya pemeriksaan kepada wajib pajak 
masih belum merata dilakukan. Ada beberapa wajib pajak yang secara rutin 
dilakukan pemeriksaan dan ada beberapa wajib pajak yang tidak pernah 
menerima pemeriksaan pajak. Sehingga efek pemeriksaan terhadap kepatuhan 
belum sepenuhnya diketahui. Oleh karena itu, terdapat beberapa penelitian pula 
yang menjelaskan mengenai pemeriksaan pajak dengan hasil penelitian yang 
berbeda-beda.  
Penelitian oleh Niu (2010) memperoleh bukti dari melakukan analisis 
terhadap wajib pajak di New York sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak. Pada 
penelitian ini menggunakan dua kelompok responden. Kelompok pertama sebagai 
wajib pajak terperiksa terbukti mengalami peningkatan kepatuhan dibandingkan 
dengan kelompok kedua sebagai wajib pajak yang tidak diperiksa. Hal ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoopes, Mescall, & Pittman (2012) 
melakukan analisis terhadap wajib pajak di Amerika Serikat yang dilakukan 
mekanisme pemeriksaan pajak. Hoopes, et al. (2012) menjelaskan bahwa jika 
peraturan perpajakan dilakukan dengan tepat dan penjelasan mengenai peraturan 
perpajakan dilakukan dengan baik melalui mekanisme pemeriksaan maka akan 
meningkatkan kepatuhan pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pemeriksaan pajak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan 
bahwa wajib pajak. Penelitian ini menganalisis pemeriksaan dengan melihat 
pengaruh pemeriksaan yang memiliki periode atau waktu pemeriksaan yang 
berbeda antara wajib pajak satu dan lainnya. Adanya periode pemeriksaan yang 





pola tersebut akan menentukan tingkat keputusan kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. 
Penelitian ini menggunakan teori belief adjustment model dari Hoghart & 
Einhorn (1992) dengan pendekatan anchoring dan adjustment. Teori ini 
menjelaskan bahwa individu dapat memperbaiki keyakinan yang sekarang 
(anchor) dapat dipengaruhi beberapa faktor. Sehingga ketika seorang individu 
menerima informasi baru, individu tersebut akan cenderung melakukan 
penyesuaian (adjusted) atas keyakinan awal untuk mengambil keputusan sesuai 
dengan informasi terbaru berdasarkan urutan informasi yang diterimanya. 
Berdasarkan order effect theory, penelitian ini mendorong individu untuk 
menyesuaikan keyakinannya secara bertahap setelah diberikan tiap-tiap potongan 
bukti dari informasi yang di dapatkan. Pola waktu pemeriksaan yang digunakan 
pada penelitian ini berdasarkan periode pemeriksaan wajib pajak yang berbeda-
beda. Pola pemeriksaan yang berbeda-beda akan membentuk kemungkinan hasil 
yang berupa recency effect dan primacy effect.  
Dari uraian di atas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H2 : Tingkat kepatuhan WP yang terperiksa dengan pola primacy tidak sama 









4.1. Jenis dan Sumber Data  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 
data primer. Data primer pada penelitian ini berupa instrument manipulasi dari 
variabel independen yang diberikan kepada responden penelitian dengan 
bertujuan menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2017).  
4.2. Metoda Perolehan Data  
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metoda 
eksperimen. Menurut Nahartyo (2013) eksperimen digunakan untuk penelitian 
yang menguji sebuah fenomena dengan merekayasa atau memanipulasi keadaan 
melalui prosedur tertentu yang kemudian menganalisis hasil manipulasi tersebut 
dan menginterpretasikannya. Metoda eksperimen dipandang sebagai metoda 
penelitian yang aktif dan paling kuat yang dapat digunakan sebagai penjelas 
hubungan kausalitas varabel independen dan dependen. Pada metoda 
eksperimen hubungan kausalitas antar variabel tersebut dapat melakukan 
manipulasi (treatment) menggunakan teknik randomisasi yang lebih tepat 
sehingga akan memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap variabel 
dependen (Nahartyo & Utami, 2016) 
Selain itu, pertimbangan kedua dalam penggunaan metoda eksperimen 
pada penelitian ini ialah untuk meningkatkan validitas data. Penelitian ini 
menggunakan variabel dependen kepatuhan pajak. Metoda eksperimen sangat 
tepat digunakan untuk melihat tingkat kepatuhan pajak, mengingat pemahaman 





penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan dalam pengumpulan 
data. Hal ini dikarenakan penelitian terdahulu menggunakan penelitian survei, 
sehingga data yang di dapatkan belum bisa sebagai pemastian adanya hubungan 
kasual karena tidak terpenuhinya kriteria yang diperlukan (Neumann, 2000). Oleh 
karena itu, penelitian ini menggunakan metoda eksperimen yang diharapkan dapat 
memperoleh data kepatuhan pajak secara lebih obyektif dan data dapat diperoleh 
dengan lebih mudah.  
4.3. Definsi Operasional dan Pengukuran Variabel  
Penelitian ini menggunakan konstruk sebagai item dalam menganalisis 
permasalahan pada penelitian ini. Konstruk penelitian merupakan sebuah 
abstraksi dari fenomena yang terjadi dan konstruk digunakan sebagai 
penambahan makna untuk kepentingan ilmiah (Haryono & Wardoyo, 2013). 
Konstruk pada penelitian ini digunakan untuk menjabarkan variabel-variabel yang 
digunakan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan 
variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini ialah kepatuhan pajak, 
sedangkan variabel independent pada penelitian ini ialah pemeriksaan dengan ola 
(pola primacy dan pola recency) dan pemeriksaan tanpa pola.  
4.3.1. Kepatuhan Pajak 
Kepatuhan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan 
perilaku untuk tetap tunduk dan taat terhadap ajaran atau aturan. Kepatuhan 
perpajakan mengacu kepada penjelasan beberapa peneliti seperti Jackson & 
Milliron (1986), Andreoni, et al (1998) dan Torgler (2004). Berdasarkan penelitian-
penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut, kepatuhan pajak dapat 
didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak untuk melaksanakan seluruh kewajiban 
perpajakannya dengan tanpa penolakan atau secara sukarela, sehingga wajib 





atas penentuan besaran pajak terutangnya. Kepatuhan perpajakan diatur oleh 
Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: 
SE-13/PJ.331/2003 tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak Patuh dan 
dijelaskan juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 
mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan beserta Perubahannya.  
Kepatuhan pajak pada penelitian ini diukur menggunakan skala likert 1-7 
dimana semakin tinggi penilaian dari skala yang diberikan maka semakin tinggi 
tingkat kepatuhan pajak partisipan. Pengukuran variabel kepatuhan pajak 
disajikan pada tabel 4.1.  
Tabel 4. 1.  
Pengukuran Variabel Kepatuhan Pajak 
No Pengukuran Pernyataan 
1 Menyampaikan SPT tepat 
waktu  
Anda akan melaporkan SPT ke kantor pajak 
tepat waktu sesuai dengan ketentuan, yaitu 
paling lambat 30 April. 
2 Kesukarelaan dalam 
membayar pajak 
Anda membayar pajak secara sukarela dan 
tanpa paksaan siapapun 
3 Kesesuian pembayaran 
pajak dengan perhitungan 
pajak  
Anda akan membayar pajak tahun 2018 
senilai Rp. 665.062.374.247,00 
Alternatif Jawaban  
 STS         TS      CTS     ATSS  CS   S      SS 
 
Indeks :  
STS : Sangat Tidak Setuju   CS : Cukup Setuju    
TS : Tidak Setuju    S : Setuju      
CTS : Cukup Tidak Setuju   SS : Sangat Setuju  
ATSS : Antara Tidak Setuju dan Setuju   
 
4.3.2. Pemeriksaan Pajak 
Pemeriksaan pajak diatur di dalam Undang-Undang no 16 tahun 2009, yaitu 
pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan 





standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan sebagai pemenuhan 
kewajiban perpajakan. Variabel pemeriksaan pajak merupakan variabel 
independent dan berwujud sebagai manipulasi eksperimen.  
4.3.3. Pola Waktu Pemeriksaan  
Perbedaan kriteria pemeriksaan, jenis pemeriksaan, dan waktu pemeriksaan 
juga berdampak pada perbedaan pola waktu pemeriksaan wajib pajak. Sehingga, 
pola-pola waktu pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak. 
Pemeriksaan kepada wajib pajak dapat dilakukan secara berkala atau dengan 
pola yang sama dan juga dapat dilakukan secara tidak berkala atau dengan pola 
yang berbeda. Adanya pola yang berbeda pada setiap pemeriksaan akan 
memengaruhi sikap patuh dan tidak patuh wajib pajak. Variabel pola waktu 
pemeriksaan merupakan salah satu variabel yang menjadi manipulasi 
eksperimen. 
4.4. Eksperimen  
4.4.1. Desain Eksperimen  
Eksperimen disusun dengan pretest-posttest control group design dengan 
purnauji dan purwauji. Pretest dan posttest diterapkan kedalam dua kelompok, 
yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Creswell, 2010). Kedua 
kelompok memiliki peran yang sama dikarenakan partisipan diambil secara 
random dari populasi yang sama. Desain eksperimen yang digunakan dapat dilihat 






Tabel 4. 2.  
Desain Pretest-Posttest Control Group 
Kelompok 
 Pretest Treatment Posttest 
Eksperimen R O1 X O2 
Kontrol R O3 X O4 
 
Keterangan :  
R : Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Sampel yang ditentukan 
sebagai wajib pajak) 
O1 dan O3 : Kedua kelompok diberikan pretest untuk mengetahui kepatuhan pajak  
X : treatment mengenai pemeriksaan pajak  
O2 : Posttest kepada kelompok eksperimen setelah diberi treatment 
mengenai pemeriksaan pajak  
O4  : Posttest kepada kelompok kontrol tanpa diberikan treatment  
Eksperimen penelitian ini dikategorikan sebagai eksperimen tulen. 
Eksperimen tulen melakukan manipulasi terhadap variabel independen dalam 
suatu penelitian dan manipulasi yang dilakukan diaplikasikan secara acak 
(randomisasi) kepada kelompok subyek yang telah ditentukan (Nahartyo, 2012). 
Kendali signifikan penelitian eksperimen ini dapat dilihat dari manipulasi variabel 
inedependen yaitu pemeriksaan (diperiksa dan tidak diperiksa) dan pola-pola 
pemeriksaan (++-;--+;+--;-++). Selain itu, penelitian ini juga memiliki kontrol yang 
kuat terhadap variabel independent dan variabel dependen dengan variabel 






4.4.2. Subyek Eksperimen  
Partisipan yang menjadi subyek penelitian eksperimen ini ialah 
mahasiswa, diminta berperan sebagai wajib pajak. Terdapat beberapa alasan 
yang mendasari eksperimenter menggunakan mahasiswa sebagai subyek dalam 
penelitian ini, yaitu :  
1. Penelitian ini membahas mengenai perilaku patuh atau tidak patuh wajib 
pajak yang dimana penelitian mengenai perilaku dapat mengalami 
kegagalan dalam pengumpulan datanya. Wajib pajak rill akan 
mempertimbangkan resiko yang ada ketika mereka menjawab perilaku 
sebenarnya.  
2. Kesulitan dalam memperoleh wajib pajak rill dalam jumlah besar, terutama 
wajib pajak yang memiliki kondisi terperiksa maupun tidak terperiksa. Selain 
itu, penelitian eksperimen sering kali di lakukan secara berulang dan 
terdapat perlakuan tertentu.  
3. Penggunaan mahasiswa sebagai subyek penelitian disetujui oleh beberapa 
kajian literatur dan penelitian. Beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa 
perilaku subyek mahasiswa tidak berbeda dengan perilaku subyek yang 
berasal dari bidang yang berbeda-beda (Nahartyo, 2013). Mahasiswa dapat 
menjadi pengganti praktisi (wajib pajak) yang memadai dalam sebuah 
penelitian eksperimen yang berkaitan dengan pengambilan keputusan 
selama peneliti melakukan pemilihan subyek yang sudah memenuhi syarat 
yang sesuai dengan tujuan penelitian (Liyanarachchi, 2007). Selain itu, 
mahasiswa dan praktisi (wajib pajak) memiliki struktur kognitif yang sama. 
Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat digunakan sebagai pengganti 
praktisi akuntansi berpengalaman (wajib pajak) yang menjadi subyek 





Mahasiswa yang menjadi partisipan pada penelitian ini terdiri dari beberapa 
kriteria untuk menunjuang keberhasilan eksperimen, pertama mahasiswa harus 
berasal dari fakultas ekonomi dan bisnis dengan jenjang pendidikan S1, S2 dan 
S3. Kedua, mahasiswa telah menyelesaikan matakuliah perpajakan dan memiliki 
pengetahuan umum tentang perpajakan. Dengan demikian, mahasiswa yang 
berperan sebagai wajib pajak akan mampu memenuhi skenario dalam menjawab 
pertanyaan pada penelitian. 
 
4.4.3. Prosedur Eksperimen  
Penelitian ini dilakukan saat masa pandemi covid-19 berlangsung, 
sehingga menyebabkan pelaksanaan penelitian dilakukan melalui media online, 
yaitu google form. Pelaksanaan eksperimen pada penelitian ini menggunakan 
instrument penelitian yang berupa skenario manipulasi dalam bentuk materi 
kuisioner. Metode pengerjaan menggunakan computer based system dengan 
internet. Menurut Oduntan, O.O., & E.A, (2015) penggunaan metode berbasis 
komputer akan lebih efisien bagi responden daripada berbasis kertas.  
Pelaksanaan eksperimen dibagi beberapa tahapan, pertama, partisipan 
akan diminta untuk mengklik link utama yang diberikan. Pada link utama, 
partisipan dapat memilih salah satu link skenario penelitian yang tertera dan sudah 
disusun secara acak. Teknik randomisasi akan dilakukan saat pemilihan link 
skenario penelitian, tiap partisipan akan mendapatkan instrumen penelitian secara 
acak. Setelah itu, partisipan mengisi formulir persetujuan bersedia menjadi 
partisipan penelitian dan menuliskan tanggal pengisian formulir. Pada halaman 
berikutnya, partisipan akan diminta untuk mengisi informasi demografis berupa 
nama, jenis kelamin, usia, status pendidikan, universitas asal, jurusan dan fakultas 





Tahap selanjutnya, partisipan akan diminta untuk mengisi instrument 
penelitian berupa informasi umum terkait topik penelitian, pertanyaan cek 
manipulasi dan treatment untuk variabel eksperimen. Keseluruhan instruksi 
pengerjaan instrument tertera pada bagan diatas soal agar partisipan dapat 
melaksanakan seluruh tahapan eksperimen dengan sebaik-baiknya dan sesuai 













Gambar 4. 1. Alur Prosedur Penelitian 
 
Pada pengisian treatment variabel eksperimen partisipan harus memahami 
kasus atau instrument yang diberikan oleh eksperimenter. Kasus atau instrument 
yang diberikan merupakan sebuah narasi tentang perpajakan yang akan 
menentukan sikap patuh atau tidak patuh partisipan. Partisipan akan diminta 
berperan sebagai pengambil keputusan perpajakan dengan menyesuaikan kondisi 
sesuai dengan ilustrasi kasus yang di peroleh. Partisipan akan dibagi menjadi 
Partisipan mengeklik link utama yang telah diberikan. 
Memilihi salah satu link dari 18 link yang tersedia.  
Mengisi formulir kesediaan menjadi partisipan dan menuliskan 
tanggal pengisian formulir. 
Mengisi informasi demografis.  
Setelah keseluruhan instrument terisi, partisipan mengeklik 
tombol kirim.  





beberapa kelompok, dimana pembagian akan disesuaikan dengan kendala dalam 
pemenuhan perpajakan pada 3 periode perpajakan yang berbeda-beda sesuai 
dengan pola pemeriksaan yang telah ditentukan.   
4.4.4. Randomisasi 
 Pada penelitian ini menggunakan teknik randomisasi agar hasil 
penyimpulan yang diperoleh dalam penelitian eksperimen ini bersifat valid. Adanya 
randomisasi dalam penelitian eksperimen akan sangat bermanfaat untuk 
mengurangi efek bias yang dapat terjadi akibat perbedaan yang signifikan dari 
subyek yang digunakan atau akibat dari pemberian manipulasi yang terlalu bersifat 
sistematis (Nahartyo & Utami, 2016). Pada penelitian ini, teknik randomisasi 
dilakukan pada saat penyebaran instrumen kepada partisipan, yaitu :  
1. Menyusun modul-modul sesuai dengan skenario manipulasi secara 
berurutan.  
2. Instrumen diberikan dengan format yang sama. 
3. Menjaga kerahasiaan indentitas partisipan  
4. Penyebaran instrument dilakukan secara acak. 
4.4.5. Cek Manipulasi  
 Menurut Nahartyo & Utami (2016) manipulasi merupakan bagian 
terpenting dalam eksperimen yang menjadi pertimbangan validitas internal 
penelitian dan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir resiko pelanggaran 
etika. Penelitian ini menggunakan simulasi peran dalam memanipulasi dimana 
partisipan diminta berimajinasi selayaknya sedang menjadi wajib pajak. Peneliti 
akan membangun suasana yang sesuai dengan tujuan penelitian dan 
melaksanakan prosedur eksperimen yang telah ditentukan. Manipulasi pada 
penelitian ini digunakan untuk melihat kepatuhan pajak dari pola-pola pemeriksaan 





 Dalam merancang manipulasi terdapat beberapa prinsip yang perlu 
dipertimbangkan oleh peneliti sebelum merancang teknik manipulasi pada 
eksperimen. Prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama, 
manipulasi dirancang dengan Bahasa dan instruksi yang mudah di pahami oleh 
subyek. Dengan demikian, subyek akan memberikan respon terhadap instrument 
yang dimanipulasi sehingga hasil dari penelitian akan menujukkan keterkaitan 
antara faktor dengan variabel dependen pada penelitian ini. Kedua, manipulasi 
harus menyesuaikan dengan kondisi yang berisfat umum atau sering dihadapi 
oleh subyek. Ketiga, peneliti harus memberikan perintah secara jelas dan tidak 
terlalu panjang pada manipulasi yang dibuat sehingga tidak akan menimbulkan 
demand effect dan mengurangi kemungkinan adanya kesalahan. Selain itu, 
subyek dapat dengan mudah memahami instrument yang diberikan oleh peneliti.  
 Setelah peneliti merancang teknik manipulasi yang digunakan maka 
peneliti diharuskan untuk melakukan pengecekan manipulasi. Menurut Myers & 
Hansen (2011) pengecekan manipulasi dilakukan untuk memastikan bahwa 
kondisi manipulasi yang dilakukan sudah benar-benar sesuai dengan yang 
diharapkan. Pengecekan manipulasi bertujuan untuk memverifikasi kesuksesan 
atau keberhasilan manipulasi kondisi atau situasi yang dimaksud oleh peneliti 
(Sugiyanto, 2009). Cek manipulasi pada penelitian ini dilakukan dengan 
memberikan pertanyaan kepada partisipan untuk mengetahui pemahaman 
partisipan atas informasi yang telah diberikan. Pertanyaan cek manipulasi yang 






Tabel 4. 3.  
Pertanyaan Cek Manipulasi 
Skenario Manipulasi Pertanyaan Cek Manipulasi 
Pemeriksaan Pajak dan Pola 
Pemeriksaan Pajak 
Dalam durasi 3 tahun sebelum tahun 2018, 
pada tahun berapakah perusahaan anda 
diperiksa ? 
 
4.5. Pengujian Validitas dan Realibitas  
 Salah satu hal utama yang diperlukan dalam penelitian yang menggunakan 
metoda eksperimen ialah melakukan pendekatan validitas internal dan realibilitas. 
Konsep validitas internal akan membantu peneliti untuk mengetahui apakah 
terdapat hubungan kasualitas antar variabel independen, serta apakah variabel 
dependen tidak dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang dimanipulasi 
oleh peneliti. Menurut Nahartyo & Utami (2016) validitas internal dapat diganggu 
oleh beberapa faktor, yaitu :  
a. Terdapat efek histori yang disebabkan adanya perbedaan reaksi antara 
partisipan satu dan partisipan lainnya diluar manipulasi eksperimen seperti 
kondisi ruangan eksperimen. Oleh karena itu, peneliti dapat mengatasi 
permasalahan ini dengan melakukan eksperimen dengan mempertimbangan 
lokasi dan waktu yang tepat seperti pagi hari agar partisipan dapat 
berkonsentrasi dengan sebaik-baiknya.   
b. Terjadi efek maturasi yang disebabkan adanya perubahan alamiah yang 
dialami oleh partisipan akibat durasi waktu yang berlalu dan rasa bosan yang 
dapat mengganggu partisipan. Oleh karena itu, peneliti dapat melakukan 
eksperimen dengan memberikan simulasi sehingga partisipan dapat 





c. Terjadi efek testing yang dikarenakan terdapat dua kali pengujian terhadap 
partisipan yang sama. Oleh karena itu, peneliti dapat melakukan randomisasi 
sehingga dua kelompok akan mengalami efek testing yang sama.  
d. Terjadi efek moralitas yang dikarenakan partisipan tidak dapat memenuhi 
keseluruhan eksperimen hingga tahap akhir. Oleh karena itu, peneliti 
melaksanakan eksperimen dengan durasi maksimal selama 30 menit 
sehingga partisipan tidak akan merasa bosan dan mengurangi kemungkinan 
adanya faktor yang mempengaruhi fisik maupun psikis partisipan.  
e. Terjadi regresi efek yang dikarenakan partisipan tidak dipilih secara acak. 
Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode randomisasi saat menentukan 
grup eksperimen.  
Untuk meningkatkan validitas data terdapat beberapa upaya yang dapat 
dilakukan, yaitu :  
1. Pelaksanaan eksperimen dilakukan pada pagi hari agar partisipan dapat 
berkonsentrasi lebih baik dengan memberikan waktu singkat untuk istirahat 
pada saat mengerjakan beberapa kasus yang diberikan agar tingkat 
kemungkinan terjadi efek maturasi rendah.  
2. Melakukan pilot test kepada bukan partisipan sesungguhnya untuk 
mengetahui kelayakan informasi yang diberikan, kelemahan skenario 
eksperimen, ketepatan durasi pelaksanaan eksperimen, kejelasan instruksi 
yang diberikan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan eksperimen.  
Konsep realibiltas dilakukan untuk menguji seberapa konsisten hasil yang di 
dapatkan dalam pengujian. Perhitungan yang dilakukan dalam menguji realibilitas 
ialah dengan menghitung alpha dari masing-masing instrumen yang digunakan. 
Instrumen akan dikatakan reliabel apabila memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,6 
atau berdasarkan r hitung lebih besar dari r tabel. Sedangkan instrumen akan 





4.6. Pilot Test  
 Pilot test atau uji percobaan (pretest) dilakukan sebelum penelitian 
eksperimen sesungguhnya yang bertujuan untuk meningkatkan validitas internal 
dan untuk mengetahui apakah instrument manipulasi yang diberikan kepada 
partisipan dapat dipahami atau tidak (Cooper & Schindler, 2001). Selain itu, tujuan 
lain dilakukannya pilot test ini ialah untuk membantu peneliti mengetahui apakah 
instruksi dan prosedur penugasan yang digunakan sudah tepat. Pilot test juga 
dilakukan agar peneliti dapat mengetahui ketepatan durasi pelaksanaan 
eksperimen, kejelasan instruksi yang diberikan dan biaya yang diperlukan dalam 
eksperimen.  
 Pilot test dilakukan pada mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan melibatkan 54 partisipan. Pada 
pilot test ini partisipan diberikan arahan sesuai dengan protokol eksperimen dalam 
bentuk google form. Partisipan diminta untuk menjawab beberapa rangkaian 
pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan demografis, informasi umum perpajakan, 
skenario penelitian dan cek manipulasi.    
4.6.1. Uji Validitas  
4.6.1.1. Convergent Validity  
Validitas konvergen diketahui melalui loading factor dari masing-masing 
indikator. Suatu instrument dikatakan memenuhi pengujian validitas konvergen 
apabila memiliki loading factor diatas 0.6. Hasil pengujian validitas konvergen 
disajikan dalam tabel berikut : 
 
Tabel 4. 4.  





Variabel Indikator Loading Factor SE T Statistics 
Informasi Umum 
IU1 0,764 0.077 9.907 
IU2 0.739 0.108 6.873 
IU3 0.864 0.052 16.435 
IU4 0.869 0.041 21.043 
Kepatuhan 
Pajak 
KP1 0.772 0.051 15.023 
KP2 0.830 0.039 21.266 
KP3 0.809 0.101 8.012 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua indikator yang 
mengukur variabel informasi umum jika dilihat dari IU1, IU2, IU3, dan IU4 bernilai 
lebih besar dari 0.6. Dengan demikian indikator tersebut dinyatakan valid untuk 
mengukur variabelnya. Kemudian semua indikator yang mengukur variabel 
kepatuhan pajak jika dilihat dari KP1, KP2, dan KP3 bernilai lebih besar dari 0.6. 
Dengan demikian indikator tersebut dinyatakan valid untuk mengukur variabelnya. 
Convergent validity selain dapat dilihat melalui loading factor, juga dapat 
diketahui melalui Average Variance Extracted (AVE). Suatu instrumen dinyatakan 
memenuhi pengujian validitas konvergen apabila memiliki Average Variance 







Tabel 4. 5.  
Hasil Pengujian AVE 
 Variabel AVE 
Informasi Umum 0.658 
Kepatuhan Pajak 0.647 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel informasi umum 
dan kepatuhan pajak menghasilkan nilai Average Variance Extracted (AVE) yang 
lebih besar dari 0.5. Dengan demikian indicator yang mengukur variabel Informasi 
umum dan kepatuhan pajak dinyatakan valid. 
4.6.1.2. Discriminant Validity 
Discriminant Validity dihitung menggunakan cross loading dengan kriteria 
bahwa apabila nilai loading factor dalam suatu indicator yang bersesuaian lebih 
besar dari nilai korelasi indicator dengan variabel lainnya maka indicator tersebut 
dinyatakan valid dalam mengukur variabel yang bersesuaian. Hasil perhitungan 
cross loading disajikan dalam tabel berikut : 
Tabel 4. 6.  
Hasil Pengujian Cross Loading 
   Informasi Umum Kepatuhan Pajak 
IU1  0.764 0.606 
IU2  0.739 0.505 
IU3  0.864 0.621 
IU4  0.870 0.606 
KP1  0.649 0.772 
KP2  0.476 0.830 





Berdasarkan pengukuran cross loading pada tabel di atas, dapat diketahui 
bahwa secara keseluruhan indikator yang mengukur variabel informasi umum dan 
kepatuhan pajak menghasilkan loading factor yang lebih besar dibandingkan 
dengan cross loading pada variabel lainnya. Dengan demikian dapat dinyatakan 
bahwa indikator yang mengukur variabel tersebut dinyatakan valid. 
4.6.2. Pengujian Reliabilitas  
Perhitungan yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas konstruk adalah 
cronbach alpha dan composite reliability. Kriteria pengujian menyatakan bahwa 
apabila composite reliability bernilai lebih besar dari 0.7. dan cronbach alpha 
bernilai lebih besar dari 0.6 maka konstruk tersebut dinyatakan reliabel.. 
Hasil perhitungan composite reliability dan cronbach alpha dapat dilihat melalui 
ringkasan yang disajikan dalam tabel berikut : 
Tabel 4. 7.  
Hasil Pengujian Realibilitas 
Dimensi Composite Reliability Cronbach Alpha 
Informasi Umum 0.884 0.825 
Kepatuhan Pajak 0.846 0.726 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai composite reliability 
pada variabel informasi umum dan kepatuhan pajak bernilai lebih besar dari 0.7. 
Dengan demikian, berdasarkan perhitungan composite reliability semua indikator 
yang mengukur variabel tersebut dinyatakan reliabel. Selanjutnya nilai Cronbach’s 
Alpha pada variabel informasi umum dan kepatuhan pajak bernilai lebih besar dari 
0.6. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan Cronbach’s Alpha semua 






4.7. Metoda Analisis Data dan Pengujian Hipotesis  
4.7.1. Uji Cek Manipulasi  
Analisis data yang harus dilakukan salah satunya ialah analisis cek 
manipulasi. Analisis cek manipulasi dilakukan untuk mendapat keyakinan bahwa 
subyek sudah menerima manipulasi sesuai dengan rancangan dan kebutuhan 
yang diharapkan oleh peneliti (Nahartyo & Utami, 2016). Salah satu cara yang 
dapat dilakukan dalam melakukan pengecekan manipulasi ialah dengan 
melakukan analisis terhadap jawaban atas pertanyaan yang telah di berikan 
kepada subyek. Manipulasi akan dikatakan berhasil apabila jawaban yang 
diberikan oleh subyek bersifat konsisten. Jawaban yang bersifat konsisten akan 
menggambarkan bahwa subyek paham terhadap instrument manipulasi yang 
diberikan. 
4.7.2. Statistik Deskriptif  
Analisis statistik deksriptif digunakan untuk menjelaskan variabel-varibel 
dalam penelitian. Pada penelitian ini analisis statistik deskriptif  dapat menjelaskan 
kepatuhan pajak sebagai variabel independent yang disajikan sesuai dengan 
desain eksperimen. Selain itu, dengan dilakukannya analisis ini dapat menjelaskan 
pola pengaruh kepatuhan terhadap variabel dependen, yaitu pemeriksaan (berupa 
pemeriksaan pajak dan pola waktu pemeriksaan). Dengan demikian, penelitian ini 
dapat menggambarkan variabel demografi termasuk penjelasan mengenai 
jawaban partisipan atau subyek atas pertanyaan penelitian yang diberikan. 
Sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti menganalisis data demografi 
partisipan untuk melihat profil empiris kepatuhan menggunakan statistik deskriptif. 
Data disajikan sesuai dengan desain eksperimen meliputi jenis kelamin, usia dan 





4.7.3. Pengujian Hipotesis  
Pengujian hipotesis pada penelitian digunakan untuk menguji tingkat 
kepatuhan wajib pajak yang diperiksa dan tidak diperiksa berdasarkan pola waktu 
recency dan primacy. Penelitian ini menggunakan uji independent sample t test 
atau mann whitney yang dilihat berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan. 
Uji Independent sample t test digunakan apabila hasil dari pengujian data 
terdistribusi secara normal. Uji ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dua 
kelompok yang berbeda. Kriteria dalam pengambilan keputusan adalah sebagai 
berikut:  
a. Berdasarkan perbandingan antara t hitung dengan t tabel. Jika t hitung < t 
tabel, maka H0 diterima. 
b. Berdasarkan nilai signifikan. Jika nilai sig. > 0,05, maka H0 diterima.  
Namun, apabila hasil dari pengujian data tidak terdistribusi secara normal, 
maka pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji Mann 
Whitney. Uji ini memiliki kriteria dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai 





BAB V  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
5.1. Partisipan Penelitian 
Eksperimen ini dilakukan secara daring melalui media online, yaitu Google 
Form pada tanggal 10 November 2020 – 18 November 2020 dengan melibatkan  
195 orang mahasiswa S1, S2 dan S3 yang telah memenuhi kriteria, yaitu 
mahasiswa telah menyelesaikan matakuliah perpajakan dan memiliki 
pengetahuan umum tentang perpajakan. Profil tingkat kehadiran partisipan 
disajikan pada tabel 5.1. 
Tabel 5. 1.  
Rincian Partisipan Eksperimen 
Keterangan Jumlah Persentase 
Jumlah partisipan yang diundang  290   
Jumlah link yang terisi  274  
% link yang terisi        94,5% 
 
 Sebanyak 290 orang calon partisipan menerima link google form  yang 
disebarkan melalui media sosiai. Namun demikian, hanya 274 orang (94,9%) yang 
benar-benar mengisi link google form sampai dengan tahap terakhir eksperimen.  
 
Tabel 5. 2.  
Rincian Partisipan yang Memenuhi Kriteria 
Keterangan Jumlah Persentase 
Total Partisipan Eksperimen  274   
Partisipan memenuhi kriteria  238  
Partisipan Gagal / tidak memenuhi kriteria 36  






 Terdapat 238 partisipan (86,9%) yang dinyatakan memenuhi kriteria dan 
36 partisipan (13,1%) yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Data yang 
diperoleh dari partisipan yang memenuhi kriteria dapat dinyatakan valid dan dapat 
digunakan  pada tahapan analisis data maupun pengujian hipotesis, sedangkan 
data yang diperoleh dari partisipan yang tidak memenuhi target tidak dinyatakan 
valid dan tidak dapat digunakan pada tahap uji analisis maupun pengujian 
hipotesis. Ada beberapa hal yang menyebabkan partisipan tidak memenuhi kriteria 
eksperimen, yaitu partisipan tidak mengisi modul pada google form dengan 
lengkap dan benar dan partisipan tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan cek 
manipulasi yang diberikan.  
 
5.2. Hasil Cek Manipulasi  
Pengecekan manipulasi pada penelitian ini dilakukan untuk memastikan 
bahwa partisipan telah memahami informasi yang diberikan, baik dalam bentuk 
kasus cerita (skenario eksperimen) maupun pertanyaan. Cek manipulasi disajikan 
dalam redaksi benar dan salah. Partisipan yang lolos dalam uji manipulasi adalah 
partisipan yang dengan benar menjawab pertanyaan yang diberikan sesuai 
dengan skenario yang tertera.  
Partisipan yang mengisi modul secara lengkap dan memenuhi persyaratan 
sebesar 272 orang. Namun, tidak semua partisipan memenuhi kriteria pengecekan 
manipulasi. Partisipan yang mengisi benar pertanyaan terbuka yang diberikan 
hanya sebanyak 238 orang atau sebesar 87,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar partisipan dapat memahami dengan baik informasi dan sekenario 
eksperimen yang diberikan, dan oleh karena itu manipulasi dapat dinyatakan 
berjalan dengan baik. Hasil pengecekan manipulasi pada penelitian ini ditunjukkan 








Tabel 5. 3.  
Hasil Pengecekan Manipulasi 
 
5.3. Karakteristik Demografis Partisipan  
Karakteristik demografis partisipan pada penelitian ini terdiri atas empat 
bagian utama, yaitu Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan dan Pengalaman Kerja. 
Rincian demografis partisipan ditunjukkan pada tabel 5.4. 
Tabel 5. 4.  
Karakteristik Demografis Partisipan 
 
Data  Jumlah  Persentase  
Jenis kelamin   
Pria  89 45,6 
Wanita  106 54,4 
Usia    
<20 tahun 21 10,8 
21-30 tahun 159 81,5 
31-40 tahun 14 7,2 
>40 tahun 1 0,5 
Status Pendidikan   
S1 98 50,3 
S2 91 46,7 
S3 6 3,1 
Lama Bekerja   
Tidak ada 105 53,8 
0,5-5 tahun 74 37,9 
6-10 tahun 8 4,1 
>10 tahun 8 4,1 
 
Tabel 5.3 menunjukkan bahwa partisipan pada penelitian ini sebagian 
besar adalah perempuan, yaitu 54,4%. Mayoritas partisipan memiliki rentang usia 
Valid Frekuensi Persentase 
Benar  195 82 % 
Salah  43 18 % 





antara 21-30 tahun, yaitu 81,5%. Sebagian besar partisipan memiliki status 
Pendidikan S1, yaitu sebesar 50,3% dan paling sedikit ialah mahasiswa S3, yaitu 
sebesar 3,1%. Pada penelitian ini, partisipan paling banyak belum memiliki 
pengalaman bekerja, yaitu sebesar 53,8%.  
5.4. Hasil Cek Randomisasi 
Hasil analisis randomisasi menjadi dasar untuk membandingkan variansi 
dari karakteristik demografi partisipan agar peneliti dapat memastikan bahwa 
setiap sel mempunyai variansi yang sama. Analisis yang digunakan ialah Test of 
Homogenity of Variance. Hasil pengujian pada tabel 5.5 menujukkan bahwa 
keempat karakteristik demografi partisipan memiliki variansi yang homogen, yang 
ditunjukkan dengan nilai probabilitas atau p-value > 0,05. Dengan demikian, 
penyebaran data di setiap sel eksperimen sudah tersebar secara merata.  
Tabel 5. 5.  












Jenis Kelamin 1,156 2 192 0,317 
Umur 1,178 2 192 0,310 
Status Pendidikan 1,729 2 192 0,180 
Pengalaman Kerja 0,204 2 192 0,816 
 
Selanjutnya dilakukan pengujian ANOVA untuk menguji apakah setiap sel 
mempunyai rata-rata yang sama. Hasil pengujian pada Tabel 5.6 menunjukkan 
bahwa karakteristik demografi partisipan pada penelitian ini tidak memiliki 
hubungan linier dengan variabel dependen, hal ini ditunjukkan dengan nilai 






Tabel 5. 6.  








Jenis Kelamin 0,523 2,120 0,123 
Umur 0,163 0,810 0,447 
Status Pendidikan 0,078 0,248 0,781 
Pengalaman Kerja 0,329 0,570 0,567 
 
5.5. Pengetahuan Dasar Perpajakan  
Pada penelitian ini dilakukan analisis deksriptif untuk menguji pertanyaan 
mengenai pengetahuan dasar perpajakan partisipan. Pertanyaan ini digunakan 
untuk memastikan bahwa partisipan memiliki wawasan yang memadai tentang 
perpajakan dan menjadi syarat kelayakan partisipan dalam menghikuti kegiatan 
eksperimen. Hasil analisis deskriptif pengetahuan dasar partisipan menunjukkan 
bawa rata-rata partispan memiliki nilai yang mendekati nilai maksimal, yaitu 7. 
Dengan demikian, rata-rata partisipan memiliki wawasan yang baik mengenai 
perpajakan dan memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan eksperimen.  
 
Tabel 5. 7.  
Analisis Deskriptif Pengetahuan Dasar Perpajakan 
 N Min Max 
Nilai rata-
rata 
IU 1  195 1 7 6,30 
IU 2 195 1 7 5,76 
IU 3  195 2 7 6,38 






5.6. Statistik Deskriptif  
 Statistik deskriptif jawaban responden menunjukkan gambaran mengenai 
data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. 
Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran persepsi responden 
atas pertanyaan penelitian. Kuesioner disajikan dalam tujuh skala pilihan 
responden untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Hasil deskriptif jawaban 
responden disajikan pada tabel 5.8. 
Tabel 5. 8.  
Statistik Deskriptif 
 
 N Mean 
Std. 
Deviation 
Primacy  81 6,01 0,555 
Recency 73 5,65 0,832 
Terperiksa Tanpa Pola  41 5,04 1,055 
 
 Seluruh subyek eksperimen ialah 195 orang. 73 orang tedistribusi ke item 
pola primacy dengan penyebaran merata ke tiap-tiap instrument, 81 orang 
terdapat pada pola recency, dan 41 orang terdistribusi ke item terperiksa tanpa 
pola. Rerata kepatuhan pajak untuk pola primacy sebesar 6,01 dengan standar 
deviasi sebesar 0,555, pada pola recency sebesar 5,65 dengan standar deviasi 
sebesar 0,832, dan sebesar 5,04 pada terperiksa tanpa pola dengan standar 
deviasi sebesar 1,055. Hal ini membuktikan bahwa, adanya pola-pola dalam 
pemeriksaan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajaknya.  
 
5.7. Uji Normalitas  
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pada penelitian ini  
terdistribusi dengan normal. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov- Smirnov. 





Tabel 5. 9.  
Hasil Uji Normalitas 
 Pola N Kolmogorov-
Smirnov 
Kepatuhan Pajak Primacy 81 0,000 
 Recency  73 0,000 
 Tanpa Pola  41 0,005 
 
 Tabel 5.8 menunjukkan bahwa hasil pengujian data variabel kepatuhan 
pajak untuk masing-masing pola memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, 
yaitu nilai signifikansi pada kelompok dengan pemberian perlakuan pola primacy 
sebesar 0,000, kemudian pada kelompok dengan pemberian perlakuan pola 
recency sebesar 0,005, dan pada kelompok dengan pemberian perlakuan tanpa 
pola diperoleh sebesar 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan 
dalam penelitian dinyatakan tidak terdistribusi secara normal. Dengan demikian, 
pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan alat statistik non parametrik, yaitu 
Uji Beda Mann-Whitney. 
 
5.8. Pengujian Hipotesis  
Pengujian hipotesis dilakukan untuk memberikan jawaban atas permasalahan 
didalam penelitian yang telah disusun. Alat uji yang digunakan untuk masing-
masing hipotesis pada penelitian ini adalah uji Mann Whitney.   
5.7.1. Pengujian Hipotesis 1a dan 1b  
Hipotesis 1 merupakan desain eksperimen yang menguji perbedaan tingkat 
kepatuhan wajib pajak dengan pola waktu pemeriksaan dengan tingkat kepatuhan 
wajib pajak terperiksa tanpa pola waktu. Tabel 5.9 menyajikan hasil analisis 
statistik mann whitney untuk menguji hipotesis 1a dan hipotesis 1b. Hasil uji 





pola primacy dan pemeriksaan tanpa pola. Terdapat perbedaan sebesar +0,97 
untuk nilai rerata kepatuhan pajak kedua pola, yang berarti nilai kepatuhan pajak 
dengan pola primacy lebih tinggi 0,97 dibandingkan dengan tanpa pola 
pemeriksaan. Hasil analisis mann whitney untuk hipotesis 1a memiliki nilai p 
value= 0,000, yang berarti < 0,05 dan nilai Z = -5,394. Dengan demikian, hasil uji 
hipotesis 1a didukung atau terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan wajib 
pajak dengan pemeriksaan menggunakan pola primacy dengan tingkat kepatuhan 
pajak terperiksa tanpa pola waktu. 
 
Tabel 5. 10.  























Hasil uji hipotesis 1b menyajikan perbandingan tingkat kepatuhan wajib 
pajak dengan pola waktu recency dengan tingkat kepatuhan wajib pajak terperiksa 
tanpa pola waktu. Nilai mean difference kepatuhan pajak untuk kedua pola ialah 
+0,61, yang menunjukkan bahwa nilai kepatuhan pajak dengan pola recency lebih 
tinggi 0,61 point dibandingkan pemeriksaan tanpa pola. Hasil dari pengujian mann 
whitney menunjukkan nilai Z = -3,220 dan p-value 0,001 (<0,05). Hasil ini 
menujukkan bahwa hipotesis 1b didukung atau terdapat perbedaan antara 
tingkat kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan menggunakan pola recency 






5.7.2. Pengujian Hipotesis 2 
 
Pengujian Hipotesis 2 dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan 
antara tingkat kepatuhan pajak dengan pola pemeriksaan primacy dengan tingkat 
kepatuhan pajak dengan pola pemeriksaan recency. Hipotesis 2 diuji dengan uji 
Mann Whitney yang ditunjukkan pada Tabel 5.11. 
 
 
Tabel 5. 11.  















 Hasil pengujian hipotesis 2 pada Tabel 5.10 memiliki nilai mean difference 
kepatuhan pajak untuk kedua pola ialah +0,35, yang menunjukkan bahwa nilai 
kepatuhan pajak untuk pemeriksaan dengan pola primacy lebih tinggi 0,09 point 
dibandingkan pemeriksaan dengan pola recency. Hasil pengujian mann whitney 
menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,007, yang berarti < 0,05. Hasil ini 
menunjukkan bahwa H2 diterima atau terdapat perbedaan antara tingkat 
kepatuhan pajak dengan pola pemeriksaan primacy dengan tingkat kepatuhan 
pajak dengan pola pemeriksaan recency.  
 
5.8. Pembahasan Hasil Hipotesis  
5.8.1. Hipotesis 1  
Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa hipotesis 1a dan hipotesis 





terperiksa dengan pola primacy maupun tingkat kepatuhan pajak terperiksa 
dengan pola recency berbeda dengan tingkat kepatuhan wajib pajak terperiksa 
tanpa pola waktu. Dengan didukungnya hipotesis ini, maka dapat membuktikan 
secara empiris bahwa wajib pajak yang diperiksa dengan pola primacy maupun 
tingkat kepatuhan pajak terperiksa dengan pola recency memiliki tingkat 
kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang diperiksa 
tanpa pola. Hal ini dibuktikan dari nilai beda rerata pada hasil analisis statistik. 
Wajib pajak terperiksa dengan pola primacy memiliki tingkat kepatuhan yang lebih 
tinggi 0,97 dibandingkan dengan terperiksa tanpa pola. Tingkat kepatuhan pajak 
dengan pola recency lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepatuhan wajib 
pajak terperiksa tanpa pola, yang dibuktikan dari nilai beda reratanya yaitu sebesar 
0,61. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa adanya efek urutan dalam sebuah 
pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dibandingkan tanpa 
adanya efek urutan. Hal ini sejalan dengan konsep order effect dalam teori the 
belief adjustment model (Hoghart & Einhorn, 1986). Pada pola primacy, wajib 
pajak lebih cenderung memperhatikan informasi-informasi awal yang diterima saat 
terjadinya pemeriksaan untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak akan cenderung meningkatkan 
kepatuhan pajaknya karena ingin menghindari adanya kesalahan dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakan. Lalu, pola recency dalam teori The Belief 
Adjustment Model menjelaskan bahwa wajib pajak akan lebih cenderung 
menggunakan informasi pada periode sebelumnya untuk dijadikan sebagai dasar 
keputusan dalam meningkatkan atau mempertahankan kepatuhan pajaknya.  
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Boyland (2010) . 





periode sebelumnya terperiksa akan lebih mempertimbangkan informasi pada 
periode sebelumnya seperti masa pemeriksaan maupun sanksi yang didapatkan 
dari pemeriksaan sebelumnya. Informasi tersebut akan dijadikan sebagai acuan 
pada periode saat ini, sehingga wajib pajak akan merubah tingkat kepatuhannya 
menjadi lebih baik lagi agar terhindar dari pengenaan sanksi yang berulang. 
Sementara itu, wajib pajak yang selalu di periksa pada setiap periode perpajakan 
membuktikan bahwa wajib pajak tersebut tidak mempertimbangkan dan 
memperhatikan infromasi-informasi yang diterima pada awal periode ataupun 
pada periode pajak sebelumnya, sehingga tingkat kepatuhannya tidak meningkat. 
Hal ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh De backer et al (2013) 
dan Sulistyo (2007) tentang pemeriksaan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan 
secara berulang akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan. Kepatuhan 
wajib pajak sebagai hasil pemeriksaan pada periode pajak pertama akan memiliki 
pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan kepatuhan pada periode pemeriksaan 
kedua. Begitupula kepada pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya.  
5.8.2. Hipotesis 2  
Hipotesis 2 menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat 
kepatuhan wajib pajak dengan pola waktu pemeriksaan primacy dengan tingkat 
kepatuhan wajib pajak dengan pola waktu pemeriksaan recency. Hasil pengujian 
memperoleh bukti empiris bahwa H2 didukung. Tingkat kepatuhan pajak yang 
terperiksa dengan pola primacy lebih tinggi secara signifikan +0,35 dibandingkan 
dengan wajib pajak terperiksa dengan pola recency.  
Hasil pengujian ini mendukung konsep order effect dalam The Belief 
Adjustment Theory (Hoghart dan Einhorn, 1992). Adanya efek urutan (pola) dalam 
sebuah pemeriksaan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi wajib pajak 





pemeriksaan dengan pola primacy lebih meningkatkan keputusan kepatuhan 
pajak.  
Hasil dari pengujian hipotesis 2 juga menjadi bukti atas dugaan bahwa 
wajib pajak lebih cenderung memperhatikan informasi-informasi awal yang di 
terima dalam pemeriksaan pada periode perpajakannya sebagai pertimbangan 
untuk memutuskan perubahan kepatuhan pajak dibandingkan menempatkan 
informasi pada satu periode sebelumnya sebagai informasi terakhir yang sangat 
penting dalam melengkapi pemahaman awal untuk memutuskan perubahan 
kepatuhannya. Dalam penelitian ini, informasi awal yang didapatkan dalam 
pemeriksaan lebih dipertimbangkan daripada informasi pada satu periode 
sebelumnya pada perubahan kepatuhan pajak.   
Hasil hipotesis 2 ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Niu (2010), Hoopes, et al (2012), De Backer, et al (2013) dan Sulistyo (2007) yang 
menyatakan bahwa dengan adanya periode pemeriksaan yang berbeda-beda 




SIMPULAN DAN KETERBATASAN 
 
6.1 Simpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan tingkat 
kepatuhan pajak terperiksa dengan pola-pola pemeriksaan dan tanpa pola 
pemeriksaan. Terdapat beberapa pola pemeriksaan yang digunakan pada 
penelitian ini. Pertama, efek primacy atau yang selanjutnya disebut pola primacy, 
meliputi pola ++- dan +--. Kedua, terdapat pola recency, yaitu pola --+ dan -++. 
Selanjutnya teperiksa tanpa pola atau pada tiga periode pajak wajib pajak 
diperiksa secara terus menerus.  
Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan 
tingkat kepatuhan pajak terperiksa dengan adanya pola-pola dan tanpa adanya 
pola pemeriksaan. Adanya pola  dalam sebuah pemeriksaan dapat meningkatkan 
kepatuhan bagi wajib pajak dibandingkan tanpa adanya efek urutan. Wajib pajak 
akan cenderung lebih memperhatikan infromasi pada periode sebelumya atau 
pada periode awal pemeriksaan untuk dijadikan sebagai dasar keputusan dalam 
meningkatkan atau mempertahankan kepatuhan pajaknya. Sementara itu, 
pemeriksaan yang dilakukan secara berulang akan tidak memberikan pengaruh 
peningkatan kepatuhan secara signifikan. Wajib pajak yang selalu di periksa pada 
setiap periode perpajakan membuktikan bahwa wajib pajak tersebut tidak 
mempertimbangkan dan memperhatikan infromasi-informasi yang diterima pada 
awal periode ataupun pada periode pajak sebelumnya, sehingga tingkat 





Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa perbedaan pola 
pemeriksaan (pola recency dan pola primacy) juga dapat mempengaruhi tingkat 
kepatuhan pajak. Wajib pajak lebih cenderung memperhatikan informasi-informasi 
awal yang di terima dalam pemeriksaan pada periode perpajakannya sebagai 
pertimbangan untuk memutuskan perubahan kepatuhan pajak dibandingkan 
menempatkan informasi pada satu periode sebelumnya sebagai informasi terakhir 
yang sangat penting dalam melengkapi pemahaman awal untuk memutuskan 
perubahan kepatuhannya. Dalam penelitian ini, informasi awal yang didapatkan 
dalam pemeriksaan lebih dipertimbangkan daripada informasi pada satu periode 
sebelumnya pada perubahan kepatuhan pajak. 
Keseluruhan hasil penelitian ini mendukung konsep order effect dalam The 
Belief Adjustment Theory (Hoghart dan Einhorn, 1992). Adanya efek urutan (pola) 
dalam sebuah pemeriksaan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi wajib 
pajak untuk memutuskan perubahan kepatuhan pajaknya. 
6.2 Keterbatasan Penelitian  
Beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian tentang perilaku kepatuhan tidak bisa 
terlepas dari adanya kecenderungan responden untuk menjawab pertanyaan 
sedemikian rupa dengan membuat dirinya terlihat positif sesuai dengan norma-
norma di masyarakat. Meskipun beberapa peserta mungkin telah memberikan 
jawaban secara jujur namun tidak jarang juga partisipan menanggapi kasus 
dengan cara yang membuat mereka terlihat memiliki karakter yang baik secara 
sosial di masyarakat. Pada eksperimen ini, peneliti telah berusaha mengantisipasi 
hal tersebut dengan meyakinkan partisipan bahwa jawaban atau respon yang 
disampaikan pada lembar jawaban akan dirahasiakan. Hal ini juga dapat 





pengetahuan, dikarenakan responden tidak memiliki pengalaman dalam 
pemeriksaan ataupun pelaporan pajak.  
Kedua, treatment (ilustrasi kasus) yang diberikan kepada responden tidak 
dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan penelitian dilakukan ditengah masa 
pandemi covid-19. Pemahaman responden dapat berbeda ketika diberikan 
treatment secara langsung dibandingkan dengan treatment yang diberikan melalui 
google form (teks). Hal ini dapat dilihat dari pengujian cek manipulasi yang 
diberikan, terdapat 12,5% responden yang masih belum memahami treatment 
(ilustrasi kasus) yang diberikan. Ketiga, pola-pola pada penelitian ini masih 
terfokus kepada wajib pajak yang terperiksa. Sedangkan, terdapat juga wajib pajak 
yang tidak diperiksa selama 3 periode pajak.  
6.3 Saran Penelitian Mendatang 
Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang diuraikan tersebut, 
penelitian ini menyarankan beberapa hal untuk mengatasi keterbatasan tersebut. 
Pertama, untuk mengatasi kurangnya pemahaman responden maka peneliti 
selanjutnya dapat menggunakan wajib pajak rill sebagai responden penelitian dan 
peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian eksperimen secara langsung, 
sehingga responden akan jauh lebih memahami treatment yang diberikan. Kedua, 
peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel tidak terperiksa untuk melihat 
apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan pola-pola 
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Lampiran 1. Instrument Penelitian  
 
Terima Kasih  
atas partisipasi Anda pada penelitian ini.  
 
 
Pada penelitian ini, Bapak/Ibu akan berperan sebagai wajib pajak badan yang 
terdaftar di KPP Wilayah anda dengan beberapa skenario yang berkaitan dengan 
ukuran perusahaan dan pemeriksaan pajak.  
 
Keikutsertaan Bapak/Ibu sebagai partisipan akan sangat membantu keberhasilan 
penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti sangat berharap atas keterlibatan anda 
secara mutlak dengan menjawab pertanyaan dengan serius dan sungguh-





      Hormat saya, 
 











Dengan ini, saya menyatakan bersedia menjadi peserta dalam kegiatan 
penelitian ini secara sukarela dan tanpa paksaan. Saya bersedia mengikuti rangkaian 
kegiatan penelitian ini sesuai dengan arahan dan instruksi yang ditetapkan oleh pihak 
yang terkait.  
 
 
       Malang, ………………………….. 
 
      
 (……………………………………….)                 







Jawablah serangkaian pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda 
silang (x) pada salah satu kotak 
 
 
1. Nama Lengkap  : 
……………………………………………………….. 
    *Boleh dengan gelar akademik dan 
profesi  
 
2. Jenis Kelamin  :  Pria   
    Wanita 
 
3. Usia  : ………. Tahun  
 
4. Nomor HP : …………………………………… 
 
5. Universitas Asal : …………………………………… 
 
6. Fakultas/Jurusan : ……………………………………. 
 
 
7. Status Pendidikan :  Mahasiswa S1 
    Mahasiswa S2 
    Mahasiswa S3 
 
8. Kota Asal : ……………………………………. 
 
9. Pengalaman Bekerja : ……. Tahun  







Pajak mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pajak 
menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah pusat maupun daerah 
dalam pembangunan negara seperti pembangunan saran umum (sekolah, rumah 
sakit, jalan-jalan, dll). Selain itu, pajak juga sangat penting dalam mengatur 
kebijakan-kebikan pemerintah baik dalam sektor ekonomi maupun sektor sosial. 
Oleh karena itu, pajak merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi maupun 
badan yang bersifat memaksa. Disisi lain, pemerintah tetap memberikan 
wewenang kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghitung, 
melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Hal ini disebabkan, pemerintah 
beranggapan bahwa wajib pajak lebih tahu berapa besar penghasilannya daripada 
otoritas pajak. Sehingga, pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih efisien 
melalui mekanisme Self Assessment System. 
Penerapan sistem tersebut akan mendorong wajib pajak untuk lebih 
mempercayai mekanisme perpajakan yang diterapkan oleh otoritas sehingga 
wajib pajak akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik. 
Namun, penerapan self assessment system juga dapat menyebabkan 
kemunculan tunggakan pajak, sehingga otoritas pajak dapat menggunakan 
kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan 
tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah wajib pajak sudah mematuhi 
peraturan perpajakan yang berlaku.  
 
Berdasarkan uraian ilustrasi diatas, Bapak/Ibu sebagai wajib pajak diminta 
untuk menjawab serangkaian pertanyaan dibawah ini dengan memberikan 





1. Peran penting pajak adalah sebagai salah satu sumber penunjang 
perekonomian negara dan sebagai pengatur kebijakan pemerintah.  
 STS  TS   CTS  ATSS  CS        S             
SS 
2. Penerapan self assessment system dapat mendorong wajib pajak untuk lebih 
percaya dengan mekanisme perpajakan yang diterapkan.  
 STS  TS   CTS  ATSS  CS        S             
SS
Keterangan :  STS : Sangat Tidak Setuju   CS : Cukup Setuju    
TS : Tidak Setuju    S : Setuju     
 CTS : Cukup Tidak Setuju   SS : Sangat Setuju  
ATSS : Antara Tidak Setuju dan Setuju   
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3. Wajib pajak diharuskan untuk menghitung pajaknya sesuai dengan ketentuan, 
membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dan melaporkan 
pajak yang telah dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 
 STS  TS   CTS  ATSS  CS        S             
SS 
 
4. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan untuk menilai perilaku patuh wajib pajak.  










--- Mohon tidak membuka halaman selanjutnya 
sebelum instruksi dari petugas --- 
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Ilustrasi Kasus A 
Anda bekerja di PT. XYZ sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda memiliki penjualan pada tahun 2018 yang anda 
dapatkan sebesar Rp. 987.535.653,00-. 
Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda : 
 
PT. XYZ 
LAPORAN LABA (RUGI)  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan                        987.535.653,00  
Beban Pokok Penjualan (400.526.032,00) 
Laba Kotor                       587.009.621,00 
Beban Penjualan (126.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi (39.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                     325.843.077,00 
Beban Keuangan (174.879.758,00) 
Pendapatan Lainnya                         86.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 657.590.049,00 
Beban Pajak Terutang   (82.198.756,00) 
Laba (Rugi) Sesudah Pajak 575.391.293,00 
 
Catatan: 
Anda dikenakan perhitungan pajak Pasal 17 sebesar 12,5%, dikarenakan 
penghasilan laba kotor Anda kurang dari Rp 4,8M. 
Perhitungan beban pajak terutang: Rp. 657.590.049,00 x 12,5% = Rp. 
82.198.756,12 
Perhatikan, pajak terutang perusahaan anda tahun 2018 sebesar Rp. 
82.198.756,00,- Anda hendak membayar dan melaporkan jumlah tersebut, namun 






Tidak di periksa 
2017 
Diperiksa dan mendapatkan 
sanksi berupa : 
- Sanksi Bunga 
- Sanksi Administrasi 
(Denda) 
2016 
Tidak di periksa 
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Ilustrasi Kasus B 
 
Anda bekerja di PT. XYZ sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda memiliki penjualan pada tahun 2018 yang anda 
dapatkan sebesar Rp. 987.535.653,00-. 
Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda : 
 
PT. XYZ 
LAPORAN LABA (RUGI)  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan                        987.535.653,00  
Beban Pokok Penjualan (400.526.032,00) 
Laba Kotor                       587.009.621,00 
Beban Penjualan (126.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi (39.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                     325.843.077,00 
Beban Keuangan (174.879.758,00) 
Pendapatan Lainnya                         86.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 657.590.049,00 
Beban Pajak Terutang   (82.198.756,00) 
Laba (Rugi) Sesudah Pajak 575.391.293,00 
 
Catatan: 
Anda dikenakan perhitungan pajak Pasal 17 sebesar 12,5%, dikarenakan 
penghasilan laba kotor Anda kurang dari Rp 4,8M. 
Perhitungan beban pajak terutang: Rp. 657.590.049,00 x 12,5% = Rp. 
82.198.756,12 
Perhatikan, pajak terutang perusahaan anda tahun 2018 sebesar Rp. 
82.198.756,00,- Anda hendak membayar dan melaporkan jumlah tersebut, namun 









Tidak di periksa 
 
2015 
Diperiksa dan mendapatkan 
sanksi berupa : 
- Sanksi Bunga 
- Sanksi Administrasi 
(Denda) 
2016 
Tidak di periksa 
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Ilustrasi Kasus C 
Anda bekerja di PT. XYZ sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda memiliki penjualan pada tahun 2018 yang anda 
dapatkan sebesar Rp. 987.535.653,00-. 
Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda : 
 
PT. XYZ 
LAPORAN LABA (RUGI)  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan                        987.535.653,00  
Beban Pokok Penjualan (400.526.032,00) 
Laba Kotor                       587.009.621,00 
Beban Penjualan (126.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi (39.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                     325.843.077,00 
Beban Keuangan (174.879.758,00) 
Pendapatan Lainnya                         86.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 657.590.049,00 
Beban Pajak Terutang   (82.198.756,00) 




Anda dikenakan perhitungan pajak Pasal 17 sebesar 12,5%, dikarenakan 
penghasilan laba kotor Anda kurang dari Rp 4,8M. 
Perhitungan beban pajak terutang: Rp. 657.590.049,00 x 12,5% = Rp. 
82.198.756,12 
 
Perhatikan, pajak terutang perusahaan anda tahun 2018 sebesar Rp. 
82.198.756,00,- Anda hendak membayar dan melaporkan jumlah tersebut, namun 








Diperiksa dan mendapatkan 
sanksi berupa: 
- Sanksi Bunga 




Diperiksa dan mendaptkan 
Sanksi berupa: 





Ilustrasi Kasus D 
Anda bekerja di PT. XYZ sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda memiliki penjualan pada tahun 2018 yang anda 
dapatkan sebesar Rp. 987.535.653,00-. 
Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda : 
 
PT. XYZ 
LAPORAN LABA (RUGI)  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan                        987.535.653,00  
Beban Pokok Penjualan (400.526.032,00) 
Laba Kotor                       587.009.621,00 
Beban Penjualan (126.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi (39.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                     325.843.077,00 
Beban Keuangan (174.879.758,00) 
Pendapatan Lainnya                         86.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 657.590.049,00 
Beban Pajak Terutang   (82.198.756,00) 




Anda dikenakan perhitungan pajak Pasal 17 sebesar 12,5%, dikarenakan 
penghasilan laba kotor Anda kurang dari Rp 4,8M. 
Perhitungan beban pajak terutang: Rp. 657.590.049,00 x 12,5% = Rp. 
82.198.756,12 
 
Perhatikan, pajak terutang perusahaan anda tahun 2018 sebesar Rp. 
82.198.756,00,- Anda hendak membayar dan melaporkan jumlah tersebut, namun 








Diperiksa dan mendapatkan 
sanksi berupa: 
- Sanksi Bunga 




Diperiksa dan mendaptkan 
Sanksi berupa: 





Anda bekerja di PT. XYZ sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda memiliki penjualan pada tahun 2018 yang anda 
dapatkan sebesar Rp. 987.535.653,00-. 
Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda : 
 
PT. XYZ 
LAPORAN LABA (RUGI)  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan                        987.535.653,00  
Beban Pokok Penjualan (400.526.032,00) 
Laba Kotor                       587.009.621,00 
Beban Penjualan (126.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi (39.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                     325.843.077,00 
Beban Keuangan (174.879.758,00) 
Pendapatan Lainnya                         86.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 657.590.049,00 
Beban Pajak Terutang   (82.198.756,00) 




Anda dikenakan perhitungan pajak Pasal 17 sebesar 12,5%, dikarenakan 
penghasilan laba kotor Anda kurang dari Rp 4,8M. 
Perhitungan beban pajak terutang: Rp. 657.590.049,00 x 12,5% = Rp. 
82.198.756,12 
 
Perhatikan, pajak terutang perusahaan anda tahun 2018 sebesar Rp. 
82.198.756,00,- Anda hendak membayar dan melaporkan jumlah tersebut, namun 








Diperiksa dan mendapatkan 
sanksi berupa: 
- Sanksi Bunga 




Diperiksa dan mendaptkan 
Sanksi berupa: 
- Sanksi Denda  
2017 
Diperiksa dan mendapatkan 
sanksi berupa : 




Ilustrasi Kasus G 
 
Anda bekerja di PT. DPO Tbk sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda menghasilkan penjualan pada tahun 2018 sebesar 
Rp. 8.685.954.500,00. 
Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda :  
 
PT. DPO Tbk 
LAPORAN LABA (RUGI) 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan                     8.685.954.500,00  
Beban Pokok Penjualan (4.598.526.032,00) 
Laba Kotor                    4.087.428.468,00 
Beban Penjualan (1.236.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi (989.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                       325.843.077,00 
Beban Keuangan (74.879.758,00) 
Selisih Kurs Mata Uang Asing (61.945.932,00) 
Pendapatan Lainnya                       586.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 2.636.062.964,00 
Beban Pajak Terutang   (329.507.871,00) 
Laba (Rugi) Sesudah Pajak 2.306.555.093,00 
 
Catatan: 
Anda dikenakan Pasal 17 sebesar 12,5%, dikarenakan penghasilan laba kotor 
anda kurang dari Rp 4,8M. 
Perhitungan pajak penghasilan: Rp 2.636.062.964,00 x 12,5% = Rp 
329.507.871,00. 
 
Perhatikan, pajak terutang perusahaan anda tahun 2018 sebesar Rp. 
329.507.871,00,- Anda hendak membayar dan melaporkan jumlah tersebut, 













- Sanksi Bunga 
- Sanksi Administrasi 
(Denda) 
2016 
Tidak di periksa 
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Ilustrasi Kasus H 
Anda bekerja di PT. DPO Tbk sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda menghasilkan penjualan pada tahun 2018 sebesar 
Rp. 8.685.954.500,00. 
Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda :  
PT. DPO Tbk 
LAPORAN LABA (RUGI) 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan                     8.685.954.500,00  
Beban Pokok Penjualan (4.598.526.032,00) 
Laba Kotor                    4.087.428.468,00 
Beban Penjualan (1.236.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi (989.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                       325.843.077,00 
Beban Keuangan (74.879.758,00) 
Selisih Kurs Mata Uang Asing (61.945.932,00) 
Pendapatan Lainnya                       586.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 2.636.062.964,00 
Beban Pajak Terutang   (329.507.871,00) 
Laba (Rugi) Sesudah Pajak 2.306.555.093,00 
 
Catatan: 
Anda dikenakan Pasal 17 sebesar 12,5%, dikarenakan penghasilan laba kotor 
anda kurang dari Rp 4,8M. 
Perhitungan pajak penghasilan: Rp 2.636.062.964,00 x 12,5% = Rp 
329.507.871,00. 
Perhatikan, pajak terutang perusahaan anda tahun 2018 sebesar Rp. 
329.507.871,00,- Anda hendak membayar dan melaporkan jumlah tersebut, 
















- Sanksi Bunga 
- Sanksi Administrasi 
(Denda) 
2016 
Tidak di periksa 
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Ilustrasi Kasus I 
 
Anda bekerja di PT. DPO Tbk sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda menghasilkan penjualan pada tahun 2018 sebesar 
Rp. 8.685.954.500,00. 
Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda :  
PT. DPO Tbk 
LAPORAN LABA (RUGI) 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan                     8.685.954.500,00  
Beban Pokok Penjualan (4.598.526.032,00) 
Laba Kotor                    4.087.428.468,00 
Beban Penjualan (1.236.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi (989.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                       325.843.077,00 
Beban Keuangan (74.879.758,00) 
Selisih Kurs Mata Uang Asing (61.945.932,00) 
Pendapatan Lainnya                       586.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 2.636.062.964,00 
Beban Pajak Terutang   (329.507.871,00) 
Laba (Rugi) Sesudah Pajak 2.306.555.093,00 
 
Catatan: 
Anda dikenakan Pasal 17 sebesar 12,5%, dikarenakan penghasilan laba kotor 
anda kurang dari Rp 4,8M. 
Perhitungan pajak penghasilan: Rp 2.636.062.964,00 x 12,5% = Rp 
329.507.871,00. 
 
Perhatikan, pajak terutang perusahaan anda tahun 2018 sebesar Rp. 
329.507.871,00,- Anda hendak membayar dan melaporkan jumlah tersebut, 









Diperiksa dan mendapatkan 
sanksi berupa: 
- Sanksi Bunga 




Diperiksa dan mendaptkan 
Sanksi berupa: 





Ilustrasi Kasus J 
 
Anda bekerja di PT. DPO Tbk sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda menghasilkan penjualan pada tahun 2018 sebesar 
Rp. 8.685.954.500,00. 
Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda :  
 
PT. DPO Tbk 
LAPORAN LABA (RUGI) 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan                     8.685.954.500,00  
Beban Pokok Penjualan (4.598.526.032,00) 
Laba Kotor                    4.087.428.468,00 
Beban Penjualan (1.236.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi (989.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                       325.843.077,00 
Beban Keuangan (74.879.758,00) 
Selisih Kurs Mata Uang Asing (61.945.932,00) 
Pendapatan Lainnya                       586.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 2.636.062.964,00 
Beban Pajak Terutang   (329.507.871,00) 
Laba (Rugi) Sesudah Pajak 2.306.555.093,00 
 
Catatan: 
Anda dikenakan Pasal 17 sebesar 12,5%, dikarenakan penghasilan laba kotor 
anda kurang dari Rp 4,8M. 
Perhitungan pajak penghasilan: Rp 2.636.062.964,00 x 12,5% = Rp 
329.507.871,00. 
 
Perhatikan, pajak terutang perusahaan anda tahun 2018 sebesar Rp. 
329.507.871,00,- Anda hendak membayar dan melaporkan jumlah tersebut, 








Diperiksa dan mendapatkan 
sanksi berupa: 
- Sanksi Bunga 




Diperiksa dan mendaptkan 
Sanksi berupa: 





Ilustrasi Kasus K 
 
Anda bekerja di PT. DPO Tbk sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda menghasilkan penjualan pada tahun 2018 sebesar 
Rp. 8.685.954.500,00. 
Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda :  
 
 
PT. DPO Tbk 
LAPORAN LABA (RUGI) 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan                     8.685.954.500,00  
Beban Pokok Penjualan (4.598.526.032,00) 
Laba Kotor                    4.087.428.468,00 
Beban Penjualan (1.236.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi (989.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                       325.843.077,00 
Beban Keuangan (74.879.758,00) 
Selisih Kurs Mata Uang Asing (61.945.932,00) 
Pendapatan Lainnya                       586.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 2.636.062.964,00 
Beban Pajak Terutang   (329.507.871,00) 
Laba (Rugi) Sesudah Pajak 2.306.555.093,00 
 
Catatan: 
Anda dikenakan Pasal 17 sebesar 12,5%, dikarenakan penghasilan laba kotor 
anda kurang dari Rp 4,8M. 
Perhitungan pajak penghasilan: Rp 2.636.062.964,00 x 12,5% = Rp 
329.507.871,00. 
 
Perhatikan, pajak terutang perusahaan anda tahun 2018 sebesar Rp. 
329.507.871,00,- Anda hendak membayar dan melaporkan jumlah tersebut, 







Diperiksa dan mendapatkan 
sanksi berupa: 
- Sanksi Bunga 




Diperiksa dan mendaptkan 
Sanksi berupa: 
- Sanksi Denda  
2017 
Diperiksa dan mendapatkan 
sanksi berupa:  




Ilustrasi Kasus M 
Anda bekerja di PT. ABX Tbk sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda menghasilkan penjualan pada tahun 2018 sebesar 
Rp. 25.026.739.472.547,00. 
 Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda :  
 
PT. ABX Tbk 
LAPORAN LABA (RUGI) 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan           25.026.739.472.547,00  
Beban Pokok Penjualan (17.109.498.526.032,00) 
Laba Kotor             7.917.240.946.515,00 
Beban Penjualan (4.027.986.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi              (716.989.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                  52.325.843.077,00 
Beban Keuangan (355.074.879.758,00) 
Selisih Kurs Mata Uang Asing (206.361.945.932,00) 
Pendapatan Lainnya                  41.286.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 2.704.466.581.011,00 
Beban Pajak Terutang   (676.116.645.252,00) 
Laba (Rugi) Sesudah Pajak 2.039.404.206.764,00 
 
Catatan: 
Anda dikenakan Pasal 31E, dikarenakan penghasilan laba kotor anda melebihi Rp 
50.000.000.000,00. 
Perhitungan pajak penghasilan: Rp 2.704.466.581.011,00 x 25% = Rp 
676.116.645.252,00. 
 
Perhatikan, beban pajak terutang perusahaan anda pada tahun 2018 
sebesar Rp. 665.062.374.247,00. Anda hendak membayar dan melaporkan 
jumlah tersebut, namun anda mengingat beberapa kejadian pemeriksaan pada 













- Sanksi Bunga 
- Sanksi Administrasi 
(Denda) 
2016 
Tidak di periksa 
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Ilustrasi Kasus N 
 
Anda bekerja di PT. ABX Tbk sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda menghasilkan penjualan pada tahun 2018 sebesar 
Rp. 25.026.739.472.547,00. 
Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda :  
PT. ABX Tbk 
LAPORAN LABA (RUGI) 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan           25.026.739.472.547,00  
Beban Pokok Penjualan (17.109.498.526.032,00) 
Laba Kotor             7.917.240.946.515,00 
Beban Penjualan (4.027.986.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi              (716.989.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                  52.325.843.077,00 
Beban Keuangan (355.074.879.758,00) 
Selisih Kurs Mata Uang Asing (206.361.945.932,00) 
Pendapatan Lainnya                  41.286.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 2.704.466.581.011,00 
Beban Pajak Terutang   (676.116.645.252,00) 
Laba (Rugi) Sesudah Pajak 2.039.404.206.764,00 
 
Catatan: 
Anda dikenakan Pasal 31E, dikarenakan penghasilan laba kotor anda melebihi Rp 
50.000.000.000,00. 
Perhitungan pajak penghasilan: Rp 2.704.466.581.011,00 x 25% = Rp 
676.116.645.252,00 
 
Perhatikan, beban pajak terutang perusahaan anda pada tahun 2018 
sebesar Rp. 665.062.374.247,00. Anda hendak membayar dan melaporkan 
jumlah tersebut, namun anda mengingat beberapa kejadian pemeriksaan pada 














- Sanksi Bunga 
- Sanksi Administrasi 
(Denda) 
2016 
Tidak di periksa 
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Ilustrasi Kasus O 
 
Anda bekerja di PT. ABX Tbk sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda menghasilkan penjualan pada tahun 2018 sebesar 
Rp. 25.026.739.472.547,00. 
Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda :  
 
PT. ABX Tbk 
LAPORAN LABA (RUGI) 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan           25.026.739.472.547,00  
Beban Pokok Penjualan (17.109.498.526.032,00) 
Laba Kotor             7.917.240.946.515,00 
Beban Penjualan (4.027.986.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi              (716.989.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                  52.325.843.077,00 
Beban Keuangan (355.074.879.758,00) 
Selisih Kurs Mata Uang Asing (206.361.945.932,00) 
Pendapatan Lainnya                  41.286.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 2.704.466.581.011,00 
Beban Pajak Terutang   (676.116.645.252,00) 
Laba (Rugi) Sesudah Pajak 2.039.404.206.764,00 
 
Catatan: 
Anda dikenakan Pasal 31E, dikarenakan penghasilan laba kotor anda melebihi Rp 
50.000.000.000,00. 
Perhitungan pajak penghasilan: Rp 2.704.466.581.011,00 x 25% = Rp 
676.116.645.252,00  
 
Perhatikan, beban pajak terutang perusahaan anda pada tahun 2018 
sebesar Rp. 665.062.374.247,00. Anda hendak membayar dan melaporkan 
jumlah tersebut, namun anda mengingat beberapa kejadian pemeriksaan pada 







Diperiksa dan mendapatkan 
sanksi berupa: 
- Sanksi Bunga 




Diperiksa dan mendaptkan 
Sanksi berupa: 





Ilustrasi Kasus P 
 
Anda bekerja di PT. ABX Tbk sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda menghasilkan penjualan pada tahun 2018 sebesar 
Rp. 25.026.739.472.547,00. 
Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda :  
 
 
PT. ABX Tbk 
LAPORAN LABA (RUGI) 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan           25.026.739.472.547,00  
Beban Pokok Penjualan (17.109.498.526.032,00) 
Laba Kotor             7.917.240.946.515,00 
Beban Penjualan (4.027.986.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi              (716.989.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                  52.325.843.077,00 
Beban Keuangan (355.074.879.758,00) 
Selisih Kurs Mata Uang Asing (206.361.945.932,00) 
Pendapatan Lainnya                  41.286.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 2.704.466.581.011,00 
Beban Pajak Terutang   (676.116.645.252,00) 
Laba (Rugi) Sesudah Pajak 2.039.404.206.764,00 
 
Catatan: 
Anda dikenakan Pasal 31E, dikarenakan penghasilan laba kotor anda melebihi Rp 
50.000.000.000,00. 
Perhitungan pajak penghasilan: Rp 2.704.466.581.011,00 x 25% = Rp 
676.116.645.252,00 
 
Perhatikan, beban pajak terutang perusahaan anda pada tahun 2018 
sebesar Rp. 665.062.374.247,00. Anda hendak membayar dan melaporkan 
jumlah tersebut, namun anda mengingat beberapa kejadian pemeriksaan pada 






Diperiksa dan mendapatkan 
sanksi berupa: 
- Sanksi Bunga 




Diperiksa dan mendaptkan 
Sanksi berupa: 





Ilustrasi Kasus Q 
 
Anda bekerja di PT. ABX Tbk sebagai manajer yang mengambil keputusan 
perpajakan. Perusahaan anda menghasilkan penjualan pada tahun 2018 sebesar 
Rp. 25.026.739.472.547,00. 
Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda :  
 
PT. ABX Tbk 
LAPORAN LABA (RUGI) 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 
  
Penjualan           25.026.739.472.547,00  
Beban Pokok Penjualan (17.109.498.526.032,00) 
Laba Kotor             7.917.240.946.515,00 
Beban Penjualan (4.027.986.833.485,00) 
Beban Umum dan Administrasi              (716.989.561.996,00) 
Pendapatan Keuangan                  52.325.843.077,00 
Beban Keuangan (355.074.879.758,00) 
Selisih Kurs Mata Uang Asing (206.361.945.932,00) 
Pendapatan Lainnya                  41.286.012.590,00 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 2.704.466.581.011,00 
Beban Pajak Terutang   (676.116.645.252,00) 
Laba (Rugi) Sesudah Pajak 2.039.404.206.764,00 
 
Catatan: 
Anda dikenakan Pasal 31E, dikarenakan penghasilan laba kotor anda melebihi Rp 
50.000.000.000,00. 
Perhitungan pajak penghasilan: Rp 2.704.466.581.011,00 x 25% = Rp 
676.116.645.252,00 
 
Perhatikan, beban pajak terutang perusahaan anda pada tahun 2018 
sebesar Rp. 665.062.374.247,00. Anda hendak membayar dan melaporkan 
jumlah tersebut, namun anda mengingat beberapa kejadian pemeriksaan pada 







Diperiksa dan mendapatkan 
sanksi berupa: 
- Sanksi Bunga 




Diperiksa dan mendaptkan 
Sanksi berupa: 
- Sanksi Denda  
2017 
Diperiksa dan mendapatkan 
sanksi berupa:  




Pertanyaan Cek Manipulasi dan Ilustrasi Kasus  
 
Sesuai kondisi diatas, Anda Sebagai pengambil keputusan perpajakan di 
perusahaan tempat anda bekerja, silahkan anda menjawab serangkaian 





Pernyataan I:  
1. Dalam durasi 3 tahun sebelum tahun 2018, pada tahun berapakah 
perusahaan anda diperiksa ? 
 
Pertanyaan II: 
1. Anda membayar pajak secara sukarela dan tanpa paksaan siapapun.  
 
 STS  TS   CTS  ATSS  CS        S             
SS 
 
2. Anda akan membayar pajak tahun 2018 senilai Rp. 82.198.756,00,- 
 
 STS  TS   CTS  ATSS  CS        S             
SS 
 
3. Anda akan melaporkan SPT ke kantor pajak tepat waktu sesuai dengan 
ketentuan, yaitu paling lambat 30 April. 
 








Keterangan :  STS : Sangat Tidak Setuju   CS : Cukup Setuju    
TS : Tidak Setuju    S : Setuju     
 CTS : Cukup Tidak Setuju   SS : Sangat Setuju  











Lampiran 3. Jawaban Responden  
 
Jawaban Responden Pola Primacy 
Ilus  N CM1 PT1 PT2 PT3 
B 1 B 6 6 7 
2 B 5 6 4 
3 B 3 7 6 
4 B 4 5 6 
5 B 5 6 6 
6 B 7 6 7 
7 B 6 7 6 
8 B 6 6 6 
9 B 5 6 5 
10 B 6 7 6 
11 B 6 5 5 
12 B 7 5 6 
D 1 B 6 6 7 
2 B 5 6 6 
3 B 5 7 6 
4 B 7 6 7 
5 B 6 7 6 
6 B 7 6 7 
7 B 5 7 6 
8 B 6 7 7 
9 B 5 6 6 
10 B 7 6 6 
11 B 6 6 7 
12 B 7 7 6 
H 1 B 6 7 6 
2 B 5 6 7 
3 B 6 5 6 
4 B 7 7 7 
5 B 6 7 6 
6 B 6 7 7 
7 B 6 7 7 
8 B 6 6 6 
9 B 5 7 4 
10 B 5 6 5 
11 B 7 6 6 
12 B 7 7 6 
13 B 6 6 7 
J 1 B 3 6 5 
2 B 6 7 7 
3 B 5 4 7 
4 B 4 6 6 
5 B 7 7 5 
6 B 6 6 7 
7 B 4 7 6 
8 B 4 6 7 
9 B 5 7 6 
10 B 6 6 7 
11 B 7 5 5 
12 B 6 6 6 
13 B 7 7 7 
14 B 6 5 6 
15 B 5 7 6 
16 B 5 7 7 
N 1 B 6 7 7 
2 B 5 7 6 
3 B 6 6 6 
4 B 5 4 7 
5 B 5 6 5 
6 B 7 6 7 
7 B 5 6 6 
8 B 7 6 5 
9 B 6 6 6 
10 B 6 6 7 
11 B 6 6 6 
12 B 7 7 7 
13 B 6 5 6 
P 1 B 5 5 4 
2 B 4 7 7 
3 B 6 7 5 
4 B 3 6 5 
5 B 6 7 6 
6 B 4 7 6 
7 B 6 6 6 
8 B 5 6 5 
9 B 7 4 7 
10 B 6 7 5 
11 B 6 5 6 
12 B 6 7 7 
13 B 4 6 6 
14 B 6 7 7 






Jawaban Responden Pola Recency Ilus  N CM PT1 PT2 PT3 
A 1 B 5 5 6 
2 B 4 3 7 
3 B 6 6 6 
4 B 5 4 5 
5 B 5 5 5 
6 B 6 6 6 
7 B 7 6 7 
8 B 6 3 3 
9 B 6 5 6 
10 B 4 4 4 
11 B 4 1 3 
C 1 B 6 5 6 
2 B 6 2 7 
3 B 6 5 6 
4 B 7 5 7 
5 B 5 6 6 
6 B 6 6 6 
7 B 6 5 6 
8 B 2 6 6 
9 B 5 6 6 
10 B 4 5 6 
11 B 4 5 5 
12 B 6 7 6 
13 B 6 6 7 
14 B 7 7 5 
G 1 B 6 6 6 
2 B 7 5 5 
3 B 5 5 5 
4 B 6 6 7 
5 B 7 7 7 
6 B 5 5 5 
7 B 6 5 7 
8 B 6 4 6 
9 B 3 7 7 
10 B 5 6 6 
11 B 7 7 7 
I 1 B 5 6 7 
2 B 6 7 6 
3 B 5 4 4 
4 B 6 6 7 
5 B 7 7 7 
6 B 6 7 6 
7 B 5 6 5 
8 B 4 5 7 
9 B 7 6 5 
10 B 6 7 6 
11 B 5 5 6 
12 B 6 7 7 
M 1 B 5 5 6 
2 B 6 7 6 
3 B 6 5 6 
4 B 5 5 5 
5 B 6 6 2 
6 B 5 6 6 
7 B 7 5 5 
8 B 2 2 6 
9 B 6 6 7 
10 B 6 6 6 
11 B 7 4 7 
12 B 6 6 6 
O 1 B 7 7 7 
2 B 5 6 7 
3 B 7 5 5 
4 B 6 5 5 
5 B 6 6 6 
6 B 7 5 5 
7 B 7 6 7 
8 B 2 4 7 
9 B 6 6 7 
10 B 5 7 6 
11 B 7 6 7 
12 B 6 5 5 






Jawaban Responden Terperiksa 
Tanpa Pola   
Ilus N CM PT1 PT2 PT3 
 
E 1 B 3 4 3 
 
2 B 4 5 4 
 
3 B 5 4 5 
 
4 B 5 5 6 
 
5 B 6 5 5 
 
6 B 6 4 5 
 
7 B 5 6 5 
 
8 B 4 7 3 
 
9 B 6 6 5 
 
10 B 6 5 5 
 
11 B 3 4 4 
 
12 B 5 4 6 
 
13 B 6 5 6 
 
K 1 B 4 4 6 
 
2 B 2 2 2 
 
3 B 5 6 7 
 
4 B 3 2 4 
 
5 B 4 4 6 
 
6 B 4 1 4 
7 B 5 7 6 
8 B 6 7 7 
9 B 6 5 5 
10 B 7 3 7 
11 B 6 4 7 
12 B 3 4 3 
13 B 6 6 3 
14 B 5 5 7 
Q 1 B 6 6 6 
2 B 5 4 6 
3 B 6 6 7 
4 B 7 6 6 
5 B 4 2 7 
6 B 5 7 2 
7 B 2 4 5 
8 B 4 6 6 
9 B 6 6 6 
10 B 7 5 5 
11 B 6 6 5 
12 B 7 2 7 
13 B 6 6 6 





Lampiran 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif  
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Primacy 81 5 7 6.01 .555 
Recency 73 3 7 5.65 .832 
Terperiksa 41 2 7 5.04 1.055 
Valid N (listwise) 41     
 
 
Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas  
 




 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Kepatuhan Primacy .148 81 .000 .947 81 .002 
Recency .165 73 .000 .932 73 .001 
Tanpa pola .169 41 .005 .919 41 .006 






Lampiran 6. Hasil Uji Mann Whitney Hipotesis 1a 
 
Ranks 
 Pola N Mean Rank Sum of Ranks 
Hasil Primacy 81 73.65 5966.00 
Tanpa Pola 41 37.49 1537.00 





Mann-Whitney U 676.000 
Wilcoxon W 1537.000 
Z -5.394 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Grouping Variable: Pola 
 
Uji Mean Difference  
 
 

























Lampiran 7. Hasil Uji Mann Whitney Hipotesis 1b  
 
Ranks 
 Pola N Mean Rank Sum of Ranks 
Hasil Recency 73 64.92 4739.00 
Tanpa Pola 41 44.29 1816.00 





Mann-Whitney U 955.000 
Wilcoxon W 1816.000 
Z -3.220 
Asymp. Sig. (2-tailed) .001 
a. Grouping Variable: Pola 
 
Uji Mean Difference  
 
 
































 Pola N Mean Rank Sum of Ranks 
Hasil Primacy 81 86.56 7011.50 
Recency 73 67.45 4923.50 





Mann-Whitney U 2222.500 
Wilcoxon W 4923.500 
Z -2.686 
Asymp. Sig. (2-tailed) .007 
a. Grouping Variable: Pola 
 
 
Uji Mean Difference  
 



















3.208 68.221 .002 .61379 .19134 .23200 .99558 
 
 
 
